Menimbang :
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¥

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka
perlu disusun peraturan mengenai pengelolaan keuangan
daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan
Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang



Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintalh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63):



Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 77 Tahun 2020
rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
Peraruran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakaria {Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
rentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1}.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menetapkan

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini. vang dimaksud dengan ¢

7. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

vang menjadi kewenangan dacrah otonom.

F_.\.}

Bupati adaiah Bupati Purwakarta.
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Dewan Perwvakilan Rakvar Daerah Kabupaten Purwakarta vang selanjutnyva
disebut DPRI, adalah Lembaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah dalam penyvelenggaraan urusan pemerintah vang menjadi
kewenangan Daerah.

Neuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penvelenggaraan Pemerintahan Daerah vang dapat dinilat dengan vang
serta segala bentuk kekavaan yang dapat dyadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolann Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan vang meliputs
perencanaan, penganggaran. pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan.
pertanggungijawaban, dan pengawasan heuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara vang selanjutnyva disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnva disingkat
APBD. adalah rencana keuangan tahunan Daerah vang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Lirusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan vang menjadi
kewenangan Presiden vang pelaksanaannya dilakukan oleh kementeran
negara dan penvelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melavani. memberdayakan, dan menvejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan vang wajb
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemermntahan yang waphb
diselenggarakan oleh Daerah sesual dengan potensi vang dimilikt Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah dalam penvelenggaraan Urusan Pemerntahan vang
menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah vang melaksanakan
Urusan Pemenntahan daerai.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnyva disingkat
SKPKD. adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah vang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah bagian Satuan Kerja Perangkat
Daerah vang melaksanakan 1 {satu} atau beberapa Program.

Pengguna Anggaran vang selanjutnva disingkat PA. adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD vang dipimpinnva.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnva disingkat KPA, adalah pejabat

vang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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19,

20,
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22.

24.

26,

28.

29.
306,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah vang selanjutnyva disingkat TAPD adalah
tim vang bertugas menviapkan dan melaksanakan kebijjakan Bupati dalam
rangka penvusunan APBD.

Pejabatl Pengelola Keuangan Daerah yvang selanjuinya disingkat PPRD,
adalah Kepala SKPD yvang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah vang selanjumnva disingkat BUD, adalah PPKD
vang bertindak dalam kapasitas sebagat BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya disingkat PPTK adaiah
pejabat pada Unit SKPD vang melaksanakan 1 (satu] atau beberapa
Kegiatan dari suatu Program sesuat dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK SKPD adalah pejabat yvang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat vang ditunjuk untuk menerima.
menyimpan, menvetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menvimpan, membayarkan. menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyva disingkat Pegawai ASN,
adalah pegawat negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji herdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnyva disingkat BUMD, adalahb
bhadan usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Peneritmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dari kas Daerah.
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31.

32.

33.

34,

360.

37.

38.

39,

4.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagai
penambah nilai kekavaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Nana Transfer Umum adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. baik
fisik maupun nonfisik vang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil vang selanjutnva disingkat DBH. adalah dana yang
hersumber dari pendaparan tertentu APBN vang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Dana Alokasi Umum vang selanjutnyva disingkat DAU, adalah dana vang
bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daecrah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

Dana Alokasi Khusus vang selanjutnva disingkat DAK, adalah dana vang
bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus vang
merupakan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiavaan adalah setiap penerimaan vang periu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi vang mengakibatkan Daerah
menerima sejumiah uang ataut menerima manfaat vang bernilai nang dan
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kemball,

Utang Daerah vang selanjutnyva disebut Utang adalah jumlah uang yang

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
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42,

43,

44,

16,

47.

48,

49,

vang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan. perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya vang sah.
Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat. pemerintah daerah lainnyva. badan lavanan umum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnva. Badan Usaha Mihk Negara,
Badan Usaha Milik Daerah. koperasi. dan masvarakat dengan hak
memperoleh hunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana vang disisthkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah vang tidak dapat dibebankan
dalam 1 {satu} tahun anggaran.

Beban adalah penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan vang menurunkan ekuitas atau nilai kekavaan bersih
vang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbuinya
kewajiban,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya
disingkat RPJMD. adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
fhmaj tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnyva disingkat
RKPD. adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu} tahun.
Kebijakan Umum APBD vang sclanjutnyva disingkat KUA. adalab dokumen
vang memuat kebijakan bidang pendapatan. belanja. dan Pembiavaan
serta asumsi vang mendasarinva untuk periode 1 {satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnva disingkat PPAS,
adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yvang diberikan
kepada perangkat Idaerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebaga
acuan dalam penvusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, vang selanjutnya disingkat RKA SKPD,
adalah dokumen vang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat
Daerah atau dokumen vang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan Perangkat Daerah vang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Dacrah vang digunakan sebagal dasar penvusunan rancangan
APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka  Menengah  adalah  pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijjakan dengan pengambilan keputusan
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52.

3.

6.

57.

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 {satu)
tahun anggaran dan mempertimbangkan impiikasi biaya akibat keputusan
vang bersangkutan pada tahun berikutnva vang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi 1 {satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masvarakat vang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program vang dilaksanakan oleh 1 {satu} atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran
terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik vang berupa personil atau sumber dava
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana. atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber dava tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan vang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 {satu) tahun anggaran vang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak rabun jamak,

Keluaran adalah barang atau jasa vang dihasilkan oleh Kegiatan vang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan,

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinva Keluaran
dari Kegiatan dajam 1 (satu} Program.

Sasaran adalah Hasil vang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
vang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penvimpanan uang Daerah vang
ditentukan cleh Bupatl untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan uang

Daerah vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung selurubh



59.

60.

61,

62

63.

4.

69.

06.

Penerimaan Daerah dan membavar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank vang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat DPA
SKPD, adalah dokumen vang memuat pendapatan dan belama Perangkat
Daerah atau dokumen vang memuat pendapatan, belanja. dan Pembiavaan
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungs: Bendahara Umum Daerah
vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oieh Pengguna
Anggaran.

Surat Penyediaan Dana vang selanjutnva disingkat SPD, adalah dokumen
vang menvatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat
Permintaan Pembayvaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembavaran vang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen vang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu vang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiaval Kegiatan operasional pada Perangkat Daerah/Unit
Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayal pengeluaran yang menurut
sifat dan twjuannya fidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung.

Pembayvaran Langsung vang selanjutnva disingkat LS, adalah Pembayaran
Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnva atas
dasar perjanjian kerja. surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disebut TU, adalah
tambahan uang muka vang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiavai pengeluaran atas
pelaksanaan APBD vang tidak cukup didanai darn uang persediaan dengan
batas waktu dalam 1 {satu} bulan.

Surat Perintah Membavar vang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen vang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah

dokumen yvang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan



67.

68.

69.

71.

72.

73.

Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD vang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membavar Ganti Uang Persediaan vang selanmjutnva
disingkat SPM-GU, adalah dokumen vang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang
dananva dipergunakan untuk menggant: UP vang telah dibelanjakan.
Surat Perintah Membavar TU yvang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananva
tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayvar Langsung vang selanjutnva disebut SPM-LS,
adalah dokumen vang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yvang selanjutnya disingkat SP2D, adalah
dokumen yvang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnva disingkat BMD, adalah semua
barang vang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya vang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnyva disebut SilLPA, adalah
selisih lebhh realisasi penenmaan dan pengeluaran anggaran selama 1
fsatu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayvar kepada Pemerintah
Diaerah dan/atau hak Pemerintah Daerah vang dapat dinilal dengan uang
sebagai akibat perjanjlan atau akibat lainnva berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnyva vang sah.

Pelavanan Dasar adalah pelavanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar vang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib vang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Badan Layvanan Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BLUD. adalah
sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit SKPD pada SKPD

dalam memberikan pelavanan kepada masyarakat vang mempunvai
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30.

81.

82.

83,

fleksibihitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagail pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk vang bersumber dart
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana vang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Standar Akuntans: Pemerintahan vang selanjutnya disingkat SAP. adalah
prinsip-prinsip  akuntansi vang diterapkan dalam menyvusun dan
menvajikan laporan keuangan pemerintah.

kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan prakiik spesifik vang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menvusun dan menvajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah vang selanjutnva disingkat SAPD.
adalah rangkaian sistematik dari prosedur. penvelenggara. peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampal dengan pelaporan keuangan di  lingkungan organisasi
Pemenntahan Daerah.

Bagan Akun Standar vang selanjutnva disingkat BAS adalah daftar
kodefikast dan klasifikasi terkait transaksi keuangan vang disusun secara
sistemnatis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnva
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah uniuk periode 5
{lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnva disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnva disingkat RKkPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu} tahun.

Hart adalah hari kerja.
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Pasal 2

kKeuangan Daerah meliputi

a.

by,

C.

(1]

(2]

hak Daerah untuk memungut pajak Dacrah dan retribust Daerah serta
melakukan pinjaman;

kewajiban Dacrah untuk menvelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah
dan membayvar tagithan pihak ketiga;

penerimaan Daerah:

pengeluaran Daerah:

kekavaan Daerah vang dikelola sendiri atau oieh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang. serta hak lain vang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekavaan daerah vang dipisahkan: dan/atau

kekavaan pihak lain vang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penvelenggaraan tugas Pemerintahan [Daerah dan/atau kepentingan

UMmurs.

Pasal 3
Pengelolaan Keuangan Dacrah dilakukan secara tertib, efisien. ekonomis,
efektif. transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan., manfaat untuk masvarakat., serta taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat {1}
diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada avat (2} merupakan dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran

[raerah.

BAB
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemeganyg Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
Buparti selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan dacrah vang

dipisahkan.

-t
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(3)

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada avat {1} mempunval kewenangan:

a.

b.

|J‘c

IT.

menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan
Peraturan Dacrah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

menetapkan Peraturan Dacrah tentang APBD, rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD. dan rancangan Peraturan Daerab
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD vang telah mendapat
persetujuan hersama DPRD,

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah vang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat:

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD:

menctapkan kKPA;

menetapkan Bendahara Penertmaan dan Bendahara Pengeluaran;
menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pemungutan pajax
daerah dan retribust daerah:

menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengeiolaan Utang dan
Piutang Daerah:

menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengujian alas
tagithan dan memerintahkan pembavaran:

menetapkan pejabat lainnva dalam rangka Pengelolaan keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan kewenangan lain sesual dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat {1},

Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya vang

berupa perencanaan. penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan.
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{6

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} terdin
atas:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
b, kepala SKPKD selaku PPKD: dan

¢ kepala SKPD selaku PA

Pelimpahan sebagian atau sefuruh kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada avar (3} didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan vang menerima atau mengeluarkan uang.
Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati selaku wakil Pemerintah Dacrah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat {1},
berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum dacrah atau
pemegang saham pada perseroan daerah.

Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekavaan Daerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1}, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ragian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam [PPasal 4 avar {4

mempunvai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

b koordinasi di bidang penvasunan rancangan APBD. rancangan
perubahan APBD. dan rancangan perianggungiawaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penviapan pedoman pelaksanaan APBD:

d.  memberikan persetujuan pengesahan DPA Perangkal Daerab:
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(3)

koordinasi pelaksanaan tugas lainnva i bidang Pengelolaan
heuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:; dan

Memimpin dan bertanggungjawab dalam pclaksanaan tugas dan

fungst TAPD.

Koardinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf a, paling sedikit meliput:

.

koordinasi dalam penvusunan sistem dan prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah:

koordinasi dalam penvusunan kebijakan akuntansi
Pemerintah Daerah;

koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Dacrah.

Selain tugas sebagaimana dirmmaksud pada ayvai(l) dan ayat (2}, koordinator

Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyval tugas:

menviapkan pedoman pelaksanaan APBD:
menyiapkan pedoman pengelolaan BMD: dan
melaksanakan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

lainnva berdasarkan kuasa vang dihmpahkan oieh Bupati.

Dalamn melaksanakan tugasnva sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKID mempunyai tugas:

a.

menyvusun dan melaksanakan kebyakan Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan
Peraturan BDacrah tentang perubahan APBD. dan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah vang telah diatur
dalam Peraturan Daerah:

melaksanakan fungsi BUD:.
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{2)

(5)

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf d, berwenang:

a. menvusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA Perangkat Daerah;

[

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas Daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak Daerahy;

f.  menetapkan SPD:

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;

i. menvajikan informasi Keuangan Daerah: dan

[,

melakukan peneatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat {2} terdapat
kewenangan lain vaitu :
a. mengelola investast,
menetapkan anggaran kas;
¢. melakukan pembayvaran melalui penerbitan SP2ZD:
d. membuka kas umum daerah;
e. membuka rekening penerimaan;
f. membuka rekening pengeluaran; dan
g. menvusun laporan keuangan merupakan pertangglngawaban
pelaksanaan APBD.
Dalam hal! kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosiai

dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut;
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(6)

(4)

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, S8KPD sesual ketentuan peraturan perundang-undangan dapat

melaksanakan pengeioclaan investasi;

Pasal 8

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di Iingkungan SKPKID kepada

Bupatt untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat {1), ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai tugas:

a. menviapkan anggaran kas,

b.  menviapkan SPD:

c. menerbitkan SP2D:

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olch
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yvang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana vang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f.  menymnpan uang Daerah;

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/
menatausahakan mvestast;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah
Daerah;

i.  melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan

k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat (1}

mempunyal tugas:

a. menyviapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas vang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;

b,  melakukan penvisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih

Aatas investasi;



c. menviapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yvang tidak melalui RKUD,
{5} Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungawab
kepada PPKD selaku BUD,

Pasal 9
Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di
hngkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang vang dikelola,

beban kerja, lokast, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempazr
Pengguna Anggaran
Pasal 10
{1} kepala SKPD selaku PA mempunyvai tugas dan wewenarng:

a. menvusun RKA SKPD;

b.  menvusun DPA SKPD;

c. melakukan tindakan yvang mengakibatkan pengeluaran atas Beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD vang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembavaran;

f.  melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pthak lain dalam
hatas anggaran vang telah ditetapkan;

k., menandatangani SPM;

. mengelola Utang dan Piutang Daerah vang menjadi tanggung jawab
SKPFD yang dipimpinnya;

j.  menvusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vang
diptmpinnyva;

kK. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnyva;

I.  menetapkan PPTK dan PPK SKPD; dan

m. menetapkan pejabat lainnva dalam SKPD vang dipimpinnya dalam
rangka pelaksanaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnva sesual dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(2)

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a.
b.

.

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyvusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

menvusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial:

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyvusun dan menvampaikan laporan keuangan SKPD vang

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a.

menandatangam dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerab (NHPD);
menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnyva dalam SKPD vang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuat

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri vang melaksanakan wewenang

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan

pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola Utang dan Piutang Daerah vang menjadi tanggung jawab SKPD

vang ditimbulkan dan pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang daerah sebagaimana dimaksud pada avat {i} huruf i,

adalah yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat :

a.
b.

pekeriaan vang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnva;
hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penvedia
barang/jasa menyvelesaitkan pekerjaan sehingga melampaui tahun

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
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(9]

(10)
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(2)

¢. akibat putusan pengadilan yang telah mempunvai kekuatan hukum
tetap; dan

d. kewajiban lainnva vang menjadi beban SKPD vang harus dianggarkan
pada APBD setiap tahun sampail dengan selesainya kewajiban tersebut
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf i,

adalah vang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau pevikatan;

h.  berdasarkan ketentuan perafuran perundang- undangan;

¢. akibat putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. piutang lainnya vang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Dalam hal mengadakan perjaniian atau perikatan untuk pengadaan

barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesual

denigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA vang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh

pegawai vang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat

pembuat komitmen atau agen pengadaan sesual ketentuan peraturan

perundang-undangari.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat

melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan

pengeiolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah;

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Bupati melalui sekretaris

daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 11
PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannva kepada kepala Unit Keria
SKPD seiaku KPA.
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dan
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{4)

{7

lokasi/rentang kendali bagi SKPD vang membentuk Cabang Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan
oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) mehputi:
a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeiuaran atas beban
anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD vang dipimpinnya,
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayvaran;
d. mengadakan ikatan/perjaniian kerjasama dengan pihak lain dajam

batas anggaran vang telah ditetapkan;

®

melaksanakan pemungutan retribusi daerah,;

f. mengawasi petaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
dan

g melaksanakan rugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dar

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut

pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD

selaku KPA. KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Datam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dapat dibantu oleh pegawai yang

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat

komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {4)

KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alib

pelimpahan sebagian tugasnyva vang telah diserahkan kepada kepala Unit

SKPD selaku KPA.



{4)

6]

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 12

PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD

/Unit Kerja SKPD selaki: PPTK,

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayvat {1) bertugas membantu tugas dan

wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b, menviapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan: dan

c.  menviapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
wegiatan SKRPD/Unit SKPD sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan vang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub

kegiatan meliputi:

a. menvusun Jjadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan

¢.  melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

heban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a.  menviapkan laporan kineja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b, menviapkan dokumen administrasi pembavaran sesuai dengan
persvaratan vang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan:
dan

¢. menvimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
keglatan,

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

avat (2}, PPTK berranggung jawab kepada PA/KPA.
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Pasal 13

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1}
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya vang kritertanya ditetapkan Bupati.

PPTK sebagaimana dimaksud pada avat {1} merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struiktural vang merupakan pejabat satu tingkat i
bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial
dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN vang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK vyang

kriteriannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
Pasal 14

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat {1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPLD).
Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai
ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai vang bertugas
metakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,
dan/atau PPTK.
PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} mempunyai tugas dan
WeWenang:
a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP L5 beserta

bukti kelengkapannyva vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;:

b. menviapkan SPM;
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c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada ayat {5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-QU, 3PP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannva vang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b.  melakukan verifikasi surat permintaan pembavaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaarn; dan

c. menerbitkan surat pernvataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, 8SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannva
sebagal dasar penviapan SPM.

kepala SKPD dapal menetapkan pegawal vang bertugas membantu PPK-

SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD,

Bagian Kedelapan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

Pasal 15

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2}, PA
menetapkan PPK Unit Kerja SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit Kerja SKPD.
Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan besaran
anggaran, rentang kendaii dan/atau lokasi;
PPK Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayvat {1) mempunyvai
tugas:
a. melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta buki

kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
h. menviapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS

vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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(4)

(2}

{4

(5]

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN vang menduduki jabatan
struictural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai vang bertugas membantu
PPK Unit SKPD.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pernigeluaran
Pasal 16
Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPD atas usul PPKD selaku BUD,
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat {1) memiliki
tugas dan wewenang menerima, menvimpan, menvetor ke Rekening Kas
Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Pendapatan Daerah vang diterimanya.
Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnva meliputi:
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan vang diterima langsung
melalui RKUD;
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank vang ditetapkan
oleh Bupati;
c. meneliti kesesuaian antara jumiah uang vang diterima
dengan jumlah vang telah ditetapkan:
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
vang diterimanva; dan
e. menviapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara adminisiratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan

pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
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(1

(2)

{6}

Pasal 17

Dailam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati

dapat menetapkan Bendabara Penerimaan pembantu pada unit kerja

SKPD vang bersangkutan.

Bendahara Penernmaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (1)

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan vang

ditetapkan Bupail.

Tugas dan wewenang sesuail dengan lingkup penugasan sebagaimana

dimaksud pada avat {2} melipuii:

a. menerima. menvimpan dan menvetorkan sejumiah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali
untuk transakst secara elektronik:

b.  meminta bukti transaksi atas pendapatan vang diterima langsung
mictatut RKUD:

¢. melakukan venfikasi dan rekonsiliasi dengan Bank vang ditetapkan
oleh Bupat!;

d. mencht kesesuaian antara jumiah uang vang diternima
dengan jumiah vang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
dacrah vang diterimanva; dan

f, menviapxkan dJdokumen pembavaran atas pengemibalian
kelebthan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif

dan fungsional.

Bendahara Pencrimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat Japoran pertanggungiawaban secara fungsional atas penerimaan

pada SKPD dan disampaikan kepada PPRD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara

Penerimaan.



(2]

Pasal 18

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penernmaan dapat menetapkan
pegawai sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan vang beritugas
membantu DBandahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas
pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat {1},
melaksanakan tigas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
vang ditetapkan kepala SKPD dan bertanggungjawab kepada Bendahara

Perierimaarn.

Pasal 19
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanija pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1} memiliki
tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP
GU, SPP TU, dan SPP LS;
b.  menerima dan menvimpan UP, GU, dan TU;
melaksanakan pembavaran dari UP. GU, dan TU vang dikelolanva;
d. menolak perintah bavar dari PA vang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. menelitt kelengkapan dokumen pembavaran;

rty
'

membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif kepada

PA dan laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada BUD

secara periodik; dan

g. memungut dan menvetorkan pajak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas

dan wewenang lainnyva melputi;

a. melakukan rekonsiliast dengan pihak Bank yvang ditetapkan Kepala

Paerah;

. memeriksa kas secara periocdik;
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o menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;
d.  menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi

atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

4]

menviapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan

eksternal, dan

f, pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayvaan pada SKPD vang
melaksanakan fungsi BUD.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif kepada

PA dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannva kepada KPA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat{l} dan avat (2}, Bupati atas usuil PPKD

menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali: dan/atau lokasi;

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (3}

memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembavaran menggunakan SPP TU dan

SPP LS;

b. menerima, menvimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

c. menerima dan menyvimpan TU dan BUD:

d.  melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU vang
dikelolanva;

e. menolak perintah bavar dari KPA vang tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ieneliti Kelengkapan dokumen pembayvaran;

memungut dan menvetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

o

peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
KPA dan laporan pertanggungiawaban secara fungsional kepada

Bendahara Pengeluaran secara periodik.
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(8)

(1}

sefain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki

tugas dan wewenang lainnya melipufi:

2. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank vang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

b. memerniksa kas secara periodik:

C. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumern fistk dari bank;

d. menerima dan menvetorkan atas pengembalian belanja atas koreks:
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun herjalan;
dan

e. menylapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

administratif kepada KPA dan secara fungsional kepada Bendahara

Pengeluaran.

Pasal 20

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
negawal vang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1}, melaksanakan tugas dan wewenang sesuat
dengan lingkup penugasan vang ditetapkan Kepala SKPD

Pegawai vang membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasai 21
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara
Pembantu dilarang:
a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan. dan
penjualan jasa;
h. bertindak sebagal penjamin atas keglatan, pekerjaan, dan/atau
penjualan jasa; dan
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c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnva
atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Larangan sebagaimana dimaksud pada angka (1} dilakukan terhadap

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau akiivitas lainnya vang

berkattan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagtan Kesepuluh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pasal 22

Dalam proses penvusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD vang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} terdiri atas Pejabat Perencana

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuat dengan kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) mempunvai tugas:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

C. menvusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

€. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

i membahas hasil evaluast APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggung-iawaban APBD;

g melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan
perubahan DPA SKPD;

h.  menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan
RKA; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (3],

dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
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(3)

BARB il
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAM
Bagian Kesatu

Umum

Pasgal 23
APBD disusun sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah  vang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan pendapatan Daerah.
APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1] disusun dengan
mempedomani KUA-PPAS vang didasarkan pada RKPD.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.
Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat {1} terdin atas:
a. Pendapatan Daerah: dan
b. Penerimaan Pembiayvaan Daerah.
Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:
a. Belanja Daerah: dan
fa. Pengeluaran Pembiavaan Daerah.
Penerimaan Daerah vang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2} merupakan rencana Penerimaan Daerah vang
terukur secara rtasional vang dapar dicapat untuk setiap sumber
Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengeluaran Daerah vang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada avat {3} merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai
dengan Kkepastian tersedianva dana atas Penerimaan Daerah dalam

jumiah vang cukup.
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(6} Setiap Pengeluaran Daecrah sebagaimana dimaksud pada avat (3} harus
memiliki dasar hukum vang melandasinva.
i Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana

dimaksud pada avar (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

IPasal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.
r ) F

Pasal 26

APBID merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 |

)
tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

kevangan negara.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pasal 27

1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan vang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah:
b. Belanja Daerah: dan
. Pembiavaan Daerah,

2} APBD scbagaimana dimaksud pada avat {1} diklasifikasikan menurut

Urusan Pemerintahan Daeral dan organisasi vang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Klasifikas) APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
schagaimana dimaksud pada avat {2). disesuaikan dengan kebutuhan

dacrah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
{1} Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat {1 hurut
a, meliputi semua perierimaan uang melalui Rekening kas Umum Daerah
vang udak perlu dibavar kembali oleh IDaerah dan penerimaan lainnva
vang scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
scbagat penambah ekuitas vang merupakan hak daerah dalam ] {sAtii}

tahun anggaran.



Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (1j hurut b,
meliputi semua pengeluaran dari Rekening kas Umum Daerah vang tidak
pertu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnva vang sesuat
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagaj
pengurang ekuitas vang merupakan kewajiban daerah dalam 1 f{satuj
tahun anggaran.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat {1} huruf
c. meliputi semua pencrimaan sang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran vang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnva.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinct menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,

ienis. obvek, dan rincian obvek Pendapatan Daerah.

Pasal 3G

Pendapatan Dacrah terdiri atas:

a.

(1)

(2]

pendapatan asti Daerah:
pendapatan transfer; dan

lain-lain Pendapatan Daerah vang sah.

Pasal 31

Pendapatan asli Daevah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurut a,

melipuii:

a. pajak daerah:

1. retribust daerah;:

. hasil pengeloiaan kekavaan daerah vang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah vang sah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a dan huruf b, meliputi pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang mcengatur mengenal

paiak daerah dan retribusi dacrah.
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Hasil

pengelolaan kekavaan Daerah vang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada avar (I} huruf ¢. merupakan Penenmaan Daerah atas

hasil penveriaan modal daerah.

Lam-lain pendapatan asii Dacrah vang sah scbagaimana dimaksud pada

avat (1} hurut d. terdir atas:

a.
iy.
C.

d.

hasi penjualan BMD vang udak dipisahkan:
hasil pemanfaatan BMD vang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama daerah:

1asa giro:

hasil pengelolaan dana bergulir:

pendapatan bunga;

penerimaat atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah:
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi. dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
scbagal akibat penvimpanan uang pada bank. penerimaan dari
hasil pemantaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnva
merupakan Pendapatan Daerah.

penerimaan keuntungan dari selisth nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:
pendapatan denda pajak daerah:

pendapatan denda retribusi daerah:

pendapatan hastl eksekusi atas jaminan:

pendapatan dari pengembalian:

pendapatan dari BLUD: dan

pendapatan lainnyva sesuai dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(1)

Pasal 32
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b,
meliputi:
a  iransfer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar-daerah.
Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a,
terdir: atas:
a. dana perimbangan;
b,  dana insentif daerah;
c. dana otonomi khusus; dan
d  dana desa.
Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b,
terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil: dan
b. bantuan keuangan.
Pasal 33
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat {2} huruf
a, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum: dan
b, Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a terdin

aras:
a. DBH:dan
h.  DAU.

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada avat (i} buruf b
terdiri atas:

a. DAK Fisik; dan

b, DAK Non Fisik.

Pasal 34
DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {2) huruf a, bersumber
dari:
a. pajak. dan
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Pasal 36
Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 avat {1} huruf b.
bersumber dart APBN vang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan
khusus vang merupakan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat {2} huruf b
bersumber dar APBN vang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan
kriterta terteniu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikar

dan/atau pencapaian Kinera tertentu.

Pasal 38
(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat {2] huruf d.
bersumber dari APBN vang diperunrukkan bagi Desa vang ditransfer
melalut APBD  dan  digunakan untuk membiaval penvelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. pembinaan kemasvarakaran,
dan pemberdayvaan masyvarakat,
2] Dana desa sebagaimana dimaksud pada avat (1} diatur sesuai dengan

hetentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Pengalokasian iransfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 avar {1} huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 40
Pendapatan bagl hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3) huruf a,
merupakan dana vang bersumber dari Pendapatan Daerah vang dialokasikan
kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 41
(1}  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3} huruf
b, merupakan dana vang diterima dari daerah lainnyva batk dalam rangka

kerja sama antar daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

(2] Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat {1} terdin atas:
a. bantuan keuangan darn daerah provinsi: dan
h.  bantuan keuangan dari daerah lain.
(3}  Bantuan keuangan vang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota,

terdin atas:

a. Bantuan keuangan umum vang merupakan dana vang diterima dan
daerah lainnva dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan.

b, Bantuan keuangan khusus vang merupakan dana vang diterima dan

daerah lainnva untuk tujuan tertentu,

Pasal 42
Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf o, meliputi:

A fnibah;
53 dana darurat; dan/atau
o lam-lamn pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

tundangan.

Pasal 43

ith Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hurut a. merupakan
bantuan berupa uang. barang, dan/atau jasa vang berasal dari
Pemermtah Pusat, Pemerntah Daerah lain, masvarakat, dan badan usaha
dalam negert atau luar negert vang nidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah scsual dengan kctentuan peraturan perundang-
undangan.

{Z3  Fibah termasuk sumbangan dari pihak lain vang tidak mengikat, tidak

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyal konsekuensi
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pengeluaran atau pengurangan Kewalitban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menvebabkan ekonomi biava tinggi.
Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 44

Dana  darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b,
merupakan dana vang berasal dari APBN vang diberikan kepada daerah
pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak vang
diakibatkan oleh bencana vang tidak mampu ditanggulang: oleh daerah
dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketenuan peraturan
perundang-undangan.

Lain-tain pendapatan sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf ¢, antara lam
Pendapatan Hibah Dana BOS. dan Pendapatan Pengembalian Hibah

rahun sebelumnyva.

Bagian Keempat
Betanija Daerah
Pasal 45

Belanja Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat {1} huruf b,
diprioritaskan  dalam rangka mendanai pelaksanaan  Urusan
Pemerimtahan vang menjadi kewenangan daerah.
Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan vang ditetapkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada avart {2, terdiri
atas urusan wajib vang terkail Pelavanan Dasar dan Urusan
Pemmenntahan Wajib vang ridak terkarit Pelavanan Dasar.
Urusan Pemenntahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada avat (2},

sesual dengan potensi vang dimiliki Daerah.



{3}

—

(i)

(2)

Py
P

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat{1), dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib  terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan wajib vang ridak
terkait dengan pelavanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi vang dimiliki

Daerah.

Pasal 46
Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanar Urusan
Pemerintahan Daerah vang besarannva telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain besaran alokasi
belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan. dan
insfrastruktur, serta alokasi untuk hal khusus lainnva vang di tetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.
Alokasi belanja wntuk mendanai Urusan Pemernintahan Daerah
sebagaimana dimaksud avat {1] memperhatikan keselarasan dan
dukungan pendanaan terhadap :
a. Kkebijakan prioritas pembangunan nastonal.
L. kebijakan prioritas pembangunan provinsi,
¢.  kebijakan prioritas pembangunan kabupaten;
. usulan aspirasi masvarakat: dan

=. kebijakan lainnva sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 47
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (3).
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belama,
dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
RBelanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat {6) dan ayar

{7), berpedoman pada standar harga satuan regional. analisis standar
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(4}

(6}

belanja, dan/atau standar teknis sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1j dan
avat {2}, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada avat (3j,
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan
Daerah.

Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan avat (2}. dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud
pada avat (3} ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} digunakan untuk menyusun
rencana kerja dan anggaran dalam penvusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2} dirinci
menurut Urusan Pemerintahan daerah. organisasi, Program, Kegiatan,

sub kegiatan, jenis, obvek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Pasal 43

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat {7),

diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan

menurut fungsi yang antara lain terdirl atas:

d.

=y

o

-l

pelavanan umum;

ketertiban dan keamanan;
ekonomyi;

perlindungan lingkungan hidup;
perumahan dan fasilitas umum;
kesehatan;

pariwisata:

pendidikan; dan

perlindungan sosial.
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Pasal 49
Belanja Daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 avat 7). disesuaikan dengan Urusan Pemerntahan
Daerah berdasarkan kKetentuan peraturan perundang-undangan.
Program. keglatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
rinciannva paling sedikit mencakup:
a. target dan sasaran;
b. Indikafor capaian keluaran; dan
o, ndikator capaian hasil.
Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capalan Hasil
dan indikator capaian Keluaran vang didasarkan pada prioritas nasional
disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan
mdikator Hasil dan indikator Keluaran sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 50
Klastikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
h. helanja modal:
c. belanja tidak terduga: dan
d. belanja transfer.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurut a. merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
vang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja modal scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, merupakan
pengeluaran anggaran untuk peroichan aset tetap dan aset lainnva vang
memberi manfaat lebih dar 1 (satu) periode akuntans:.
Belanja udak ierduga sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c.
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperiuan
darurat termasuk keperluan mendesak vang tidak dapat diprediksi
sebelumnva.
Beianja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan pengeluaran  uwang  dari Pemerintah Dacrah kepada

42



Pemerintah Daerah lainnva dan/atau dar Pemeriniah Daerah kepada

pemermtah desa.

Pasal 51
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat {1} huruf a.
dirinct atas jenis:
#.  belanja pegaw ai:

. belanja barang dan jasa:

bhelanja bunga.

d.  bhelanja subsidr;

. belanja hibah: dan

f.  belanja bantuan scsial;

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (1) hurut b
dimnct atas jenis helanja modal.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimeksud dalam Pasal 50 avat {1]
huruf ¢ dirinct atas jenis belanja tidak terduga.

Belanja transfer sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avar (1§ hurud o
dirinel atas jenis:

a. belanja bagi hasii; dan

b.  belanja bantuan keuangan.

Pasal 52

BBelanja pegawal schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1} huruf a,
digunakan untuk menganggarkan kompensasi vang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kompensasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan kepada
Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
Betlanja Megawai ASN sebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggarkan
pada belanja SKPD bersangkuran sesuai dengan kctentuan peraturan

nerundang-undangan.

Pasal 53
Permmerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

Pegawal ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
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{2]

memperoleh persetujuan DPRD sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1} diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja. tempat bertugas. kondisi kerja,
kelangkaan profest. prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objekiif
lainnva.

Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawat  ASN dacran
sebagaimana dimaksud pada avat (2} ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
vang mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada
FPegawai ASN,

Dalam hal belum adanva peraturan perundang-undangan vang menjadi
pedoman penetapan pembernan tambahan penghasilan kepada Pegawai
ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3), Bupati dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.

Pasal 54
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayar (1)
huruf b. digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa vang
nilai manfaatnva kurang dari 12 {dua belas) bulan. termasuk barang/jasa
vang akan diserahkan atau dyual kepada masvarakat/pihak ketiga.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dalam
rangka melaksanakan program, kegiatan. dan sub kegiatan Pemerintahan
Baerah.

Pasal 35
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1} hurut c.
digunakan unruk menganggarkan pembavaran bunga utang pirgaman
dan belanja bunga utang obligas: vang tidak berasal pembavaran atas
kewajiban pokok utang, vang dianggarkan pembayarannva dalam APBL
tahun anggaran bherkenaan.
Pembavaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD vang melaksanakan PPK
BLUD dan SKPD vang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
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Pasal 56
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat {1} huruf d,
digunakan agar harga jual produksi atau jasa vang dihasilkan oleh badan
usaha mihk negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat
terjangkau oleh masvarakat.
Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada avat {1) merupakan badan vang
menghasilkan produk atau jasa pelavanan dasar masyarakat.
Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau
badan hukum Ilain sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] vang akan
diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor
akuntan publk sesua! dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada avat {3) merupakan hahan
pertimbangan untuk memberikan subsidi.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayvat{l} wailb menvampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai 1iata cara pemberian dan
pertanggungiawaban subsidi diatur daiam Peraturan Bupat: sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat {1} huruf e,
diberikan kepada Pemerintah Pusat. pemerintah daerah lainnva, badan
usaha milik negara, BUMD. dan/atau badan dan lembaga. serta
organisasi kemasvarakatan vang berbadan hukum Indonesia. vang secara
spesifik telé_h ditetapkan peruntukannva. bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain scsual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1] ditujukan untuk

menunjang pencapalan sasaran program dan kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranva

fungsi pemerintahan, pembangunan. dan kemasvarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan. kepatutan. rasionahtas, dan mantaat

untuk masyarakat.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1] berupa uang. barang

atau jasa dianggarkan dalam APBD sesual dengan kemampuan Keuangan

Daerah seteiah mempnioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pithan, kecuali

ditentukan lain sesuail dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah terkait vaitu;

a. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

b. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan
dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan danggarkan pada SKPD yvang melaksanakan
urusan Pemenntahan Urmmum,

¢. Belanja Hibah vang bukan urusan dan kewenangan Pemerintan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang mendukung program dan kegiatan DPemenntah Daerah
dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD rerkait dan dirined

menurut objek. rincian objek. dan sub rincian objek pada Program,

Kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

Daerah rerkait,

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannva secara spesifik telah ditetapkan:

b.  bersifat tidak wajib. tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecualy
1. kepada pemerintah pusar dalam rangka mendukung

penvelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang
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(1

tindith pendanaannva dengan APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

2. bhadan dan lembaga vang ditetapkan oleh pemerintah atauy
pemerintah daerah sesuar dengan kewenangannva berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

3. partal pohtik dan/atau

4. ditentukan lain olch peraturan perundang-undangan:

d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranva fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasvarakatan.

e. memenuhi persvaratan penerima hbah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis vang disampaikan

kepada Bupau

Belanja hibah berupa pemberian dan besaran bantuan keuangan kKepada

partai politik vang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Tata cara penganggaran. pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lehih

lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasatl 58

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat {1}
huruf f, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang, dan barang/jasa kepada individu. keluarga. kelompok dan/atau
masvarakat vang sifatnva tidak secara terus menerus dan selektit vang
pertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinva restko sosial.
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan:

Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada avat {1j adalah kejadian atau
peristiva vang merupakan dampak dari krisis sosial. krisis ekonomi,
krisis politik. fenomena alam. atau bencana alam vang jika tidak diberikan
belania bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup

datam kondisl wajar;
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(2)

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan schagaimana dimaksud pada avat
1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari restko social:

Beianja bantuan sosial sebagaimana dimaksu«d pada ayat (11 dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajb
dan Urusan Pemerintahan Pilihan. kecuali ditentukan lam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

Bantuan sosial terdin dari bantuan sosial vang direncanakan dan
bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnva;

Bantuan sosial vang direncanakan dialokasikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masvarakat vang sudah jelas nama. alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;

Bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan
untuk kebutuhan akibat risiko sosial vang tidak dapat diperkirakan pada
saat penvusunan APBDY

Penganggaran bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnva
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran. pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring

dan evaluasi bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupatl.

Pasal 59
Belanja modal sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (2) digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran vang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap scbagaimana dimaksud pada avat {1} memenuhi
kritena:
a.  mempunvai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
h. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah: dan
r.  batas minimal kapitalisasi aset.
Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada avat (2). juga memuat kriterna
fainnva vaiiu:
. berwujud.
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.  biava perolchan aset tetap dapat diukur secara andal:

¢. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Ratas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada avar (2]

huruf ¢, diatur dalam Peraturan Bupati.

Aset tetap sebagaimana dimaksud pada avat {2} dianggarkan dalam

belanja modal scbesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja vang terkait dengan pengadaan/pembangunanaset sampal aset

siap digunakan.

Belanja modal aset lainnva digunakan untuk menganggarkan aset tetap

vang tidak memenuhi kriteria aset tetap. dan harus disajikan di pos aset

lainnva sesual dengan nilai tercatatnva. Aset lainnva berupa aset tidak

berwujud dengan kniteria:

a. dapat diidentifikasi;

5y, udak mempunvat wujud fisik;

¢, dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekavaan
intelektuatl;

d. dapat dikendalikan oleh entitas: dan

e memiliki manfaat ekonom masa depan

Pasal 60

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat {3) meliput:

da.

53

.

helanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleb
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondist siap dipakan

belanja peralatan dan mesin, igunakan untuk menganggarkarn
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik. inventaris kantor, dan peralatan lamnnva vang nilainva
signifikan (dan masa manfaamyva lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakar:

belanja bangunan dan gedung. digunakan untuk menganggarkan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
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(1)

12!

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai:

belanja jalan, irigasi. dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan
jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jarnngan vang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

belania aset tefap lainnva, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
lainnyva mencakup aset tetap vang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d. yvang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

belanja aset lainnva, digunakan untuk menganggarkan aset tetap vang
tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak
memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya

sesual dengan nilai tercaratnva,

Pasal 061
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayvat {4 hurut
a digunakan untuk menganggarkan bagl hasil vang bersumber dan
pendapatan daerah kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerali tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bagi hasil setagaimana dimaksud pada ayat (1}, dianggarkan

dalam APBD sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat
{4) huruf b, diberikan kepada daerah lain dalam rangka keria sama
daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan., dan atau
fujuan tertentu lainnva.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
dianggarkan  sesual kemampuan  Keuangan Daerah  setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemeriniahan Pilthan serta alokasi belanja vang diwajibkan oleh

50



{3}

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuar dengan
kerterituan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri atas:

a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinst

b. bantuan keuangan kepada pemerintah dacrah lain; atau

¢. bantuan keuangan kepada desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada avar (3] bersifat umum
atau khusus.

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan vang bersifar umum
sebagaimana dimaksud pada avat (4} diserahkan kepada pemeriniah
daerah penerima bantuan.

Peruntukan bantuan keuangan vang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada avat (4} ditctapkan oleh pemerintah daerah pemben
bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
avat (6) dapat mensyvaratkan penvediaan dana pendamping daiam APBD

atau angegaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 63

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat {3},

merupakan pengeiuaran anggaran atas Beban APBD unwuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian  aias
kelebihan pembavaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnva serta
untuk bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada avat {4

ridak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnva serta pengeluaran Pembiavaan dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas vang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sehagaimana dimaksud

pada ayart {2) huruf a diformulasikan terlebin dahulu dalam perubahan

DPA SKPD.
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Pasal 64

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat {1} meliputi:

a. bencana alam. bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa:

h. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan: dan/atau

¢. kerusakan sarana prasarana vang dapat mengganggu kegatan
pelavanan pubhk.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (1}

mehputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelavanan Dasar masvarakat vang
anggarannva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah vang bersifar mengikat dan belanja vang bersifat
wajtb;

Pengeluaran Daerah vang berada diluar kendali Pemerintah

~r

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnyva, serta amanat
peraturan perundang- undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/arau masyvarakat.
Kriteria keadaan darurat dan Lkeperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada avat (1j dan ayat {2] ditetapkan daiam Peraturan Daerah
tentang APB tahun berkenaan.
Pengeluaran uniuk mendanal keadaan darurat vang belum tersedia
anggarannva. diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD. kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa.
Belarya untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. konflik sostal,
dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada avar {4
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturarn perundang-undangan,
Pengeluaran untuk mendanai kepertuan mendesak vang heium tersedia
anggarannya dan/atau tudak cukup tersedia  anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SkPD dan/atau Perubahan

DA SKPD.



(1)

Ketentuan lebih lanjur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur dengan Peraturan

Bupat.

Baglan kehima
Pembiavaan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 65
Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {1} huru!
¢, terdir! atas:
a. penerimaan Pemblavaan. dan
h. pengeluaran Pembiavaan.
Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dininci menurut
Urusan Pemerintahan daerah. organisasi. jenis. obvek. dan rincian obvek
Pembiavaan daerah.
Penerimaan Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf a. bersumber dart:
a. SiLPA:
b,  pencairan Dana Cadangan:
¢.  hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkam:
4. penerimaan pinjaman Daerah:
e, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan Jatau
f  penerimaan pembiavaan lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengeluaran pembiavaan sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf b
dapat digunakan untuk pembiavaan:
a. pembayvaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo:
. penvertaan modal daerah:
c. pembentukan dana cadangan:
¢d.  Pemberian pintaman Daerah: dan/atau
€. pengeluaran pembiayaan lainnyva sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pembiavaan neto merupakan selisih  penerimaan  Pembiavaan
terhadap pengeluaran pembiavaan.
Pernbiavaan neto sebagaimana dimaksud pada avat {5) digunakan untuk

menutup defisit anggaran.

Paragrat 2
Penerimaan Pembiavaan

Pasal 66

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 avat (3} huruf a bersumber dari:

a.
b,
.

d.

]

o

(31}

{4]

pelampauan penerimaan PAD:

pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah vang sah.
pelampauan penerimaan Pembiavaan:

penghematan bhelanja:

kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahun belum
terselesaikan: dan/atau

sisa dana akibat tidak tercapainva capaian target kinerja dan sisa dana

pengeluaran Pembiavaan.

Pasal 67
Percairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 avat (2]
huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.
Jumlabh iDana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat {1} sesuai
dengan jumlah vang tetah ditctapkan dengan Peraturan Daerah teritang
pembentukan dana cadangan bersangkutan.
Pencairan dana cadangan dalam 1 {satul tahun anggaran menjad
penerimaan Pembiavaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
Dalam hal dana cadangan schagaimana dimaksud pada avat {1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannva, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yvang memberikan hasil tetap dengan risiko

vendah.
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(1)

L)

{3)

Posist dana cadangan dilaporkan sebagai bagian vang tidak terpisabkan
dari laporan pertanggungiawaban APBD.

Penggunaan atas dana cadangan vang dicarrkan dan rekening dana
radangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraruran perundaang-undangan.

Pasal 68
Hasil penjualan  kekavaan daerah yvang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 avat {3} huruf ¢, dilakukan sesuai dengan
kerentuan peraturan perundang undangan.
Penerimaan atas hastl penjualan kekavaan daerah sebagaimana

dimaksud pada avat (1] dicatat berdasarkan buktl penenmaan yang sah.

Pasal 68
Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
avat {3 huruf d, didasarkan pada jumlah pinjaman vang akan diterima
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan vang ditetapkan dalam
perjanjian pinjaman bersangkutan.
Penerimaan Pinjaman Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
bersumber dar:
a.  Pemerintah Pusat;
b, pemerintah daerah lan;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank: dan/atau
e. masvarakat.
Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1}

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah schagaimana dimaksud

datam Pasal 63 avat (3) huruf ¢. digunakan untuk menganggarkan penernmaan



kembali pinjaman vang dibertkan kepada pthak penerima pinjaman sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Penerimaan pembiavaan lainnva sebagammana dimaksud dalam Pasal 65 avat
(3} huruf {, digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnyva

sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-tindangan.

Paragraf 3
Pengeiuaran Pembiavaan

Pasal 72
Pembavaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 avat
(4} huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembavaran pokok utang vang
didasarkan pada jumlah vang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan peiaksanaannva merupakan prioritas utama dari seluruh
kewaiiban Pemerintah Dacrah vang harus disclesaikan dalam tahun anggaran

herkenaan berdasarkan perjanpan pinjaman.

Pasal 73

{1y  Daerah dapat melakukan penvertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 avat {4] huruf b. pada BUMD dan/atau badan usaha milik
negara.

(2} Penvertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, dapat ditaksanakan apabila jumlahyang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai
penvertaan modal daerah bersangkutan.

(31 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat {2} ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRI atas rancangan
Peraturan [Daerah tentang APBD.

(4] Penvertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

{2}

d

Pasal 7

Pemenuhan penyvertaan modal pada tahun sebelumnva tidak diterhitkan
Peraturan Daerah tersendirt sepanjang jumlah anggaran penvertaan
modal tersebut udak melebihi jumiah penvertaan modal vang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenal penvertaan modal
bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penvertaan modal
melebithi jumiah penvertaan modal vang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah mengenai penvertaan modal. Pemerintah Daerah
melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penvertaan modal
vang bersangkutan sesual dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangar.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Penvertaan Modal Daerah diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 avat {4} hurut ¢,
perngguUnaannya diprioritaskan unituk mendanat kebutuhan
pembangunan prasarana dan  sarana daerah vang tidak dapat
dibebankan dalam 1 {satu) tahun anggaran.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat{l] dapat digunakan
untuk mendanar kebutuhan lainnva sesuai dengan Xetentuan peraturan
perundang-undangan.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat{l} bersumber dan
penvisthan atas Penerimaan Daerah kecuali dart
a.  DAK:
. Piyaman Daerah: dan
¢.  penerimaan lain vang penggunaannva dibatast untuk pengeiuaran

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat{l] ditempatkan dalam
rekening tersendirt dalam Rekening Kas Umum Daerah.
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat {1}
ditetapkan dalam Peraturan Daerab tentang pembentukan Dana

Cadangan.
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Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (5) ditetapkan
sehelum persetujuan bersama antara Bupat: dan DPRD atas rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

*asal 70
Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 avat
{4y huruf d. digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman
Daerah vang diberikan kepada Pemerinitah Pusat, Pemerintah Daerah
jainnva, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atay
masyarakat.
Pemberian pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
DPRD.
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menjadi bagian
vang disepakat dalam KUA dan PPAS.
Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sampai dengan avat (3) diatur dalam Peraturan

Rupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pengeinaran pembiavaan lainnva sesuai dengan Pengeluaran Pembiayaan

lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (-} huruf e. digunakan

untuk menganggarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit
Paragraf 1

Umum

Pasal /8
Selisih antara anggaran pendapatan Daerab dengan anggaran helanja
Daerah mengakibatkan terjadinva surplus atau defisit APBD.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiavaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Jaerah tentang APBD vang pelaksanaannya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBID) dapat didanai dan

)

penerimaan Pembiavaan Daerah vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD vang pelaksanaannyva sesuar dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Surpius
Pasal 79

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembavaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo:

b. penverraan modal Daerah:

. pembentukan dana cadangan;

d. pemberian pinjaman Daerah: dan/atau

e. pengeluaran pembiavaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 80
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posist surplus APBD kepada Menten dan
menteri vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuwangan

setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Surplus dan Detfisit
Paragraf 3
Defisit

Pasgal 81
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sctiap semester

dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 82
(1} Deiisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasat 81 harus dapat ditutup

dari pembiavaan neto.



(2]

Pembiavaan neio sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan selisih

antara penerimaan pembiavaan dengan pengeluaran pembiayaan.

BAB TV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon

(3

Anggaran Sementara
Pasal 83
Bupati menvusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD vang
ditetapkan oleh Menteri vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
RKPI) sebagaimana dimaksud pada avat {1} merupakan dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu] tahun sebagay penjabaran
RPJMD vang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional vang ditetapkan oleh Pemerinitah Pusat. dan disajikan
dengan sistematika paling sedikit memuat :
a. pendahuluan;
b.  gambaran umum kondisi Daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah:
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah:
e. rencana kKerja dan pendanaan Daerah:
f.  kinerja penvelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
£, poenutup.
Dalam menvusun rancangan KUA dan rancangan PPAS. sebagaimana
dimaksud pada avat {1}, Bupati dibantu oleh TAPD vang dipimpin oleh
sekretaris daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat:
a. kondisi ekonomi makro daerah;
b, asumsi penyvusunan APBD:
kebilakan pendapatan Daerah;
d. kebhakan belanja Daerah.
e. kebijakan pembiavaan Daerah; dan
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f.  sirategi pencapaian vang memuat langkah-langkah konkrit dalam
mencapai target kondisi ekonomi makro daerah. asums: penvusunan
APBD. kebijakan Pendapatan Daerah. kebijakan Belama Dacrah. dan
kebijakan Pembiavaan daerah

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun dengan

tnhapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah:

b. menentukan prioritas program. kegiatan. dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan vang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional vang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
pusat dan prioritas serta program provinsi vang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah provinst. dan

¢. menyusun capaian kinerja, sasaran. dan plafon anggaran sementara
untuk masing-masing program. kegiatan. dan sub kegiatan

Penganggaran Kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. vang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak udak

melampaui akhir tahun masa jabatan kepala Daerah berakhir. kecual:

kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional
dan/atau kepentingan sirategis nasional sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penvusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,

kodefikasi, dan nomenklatur sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenal Klasifikasi. hodefikasi. dan NomenKkiatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan

pemutakhirannya,.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran

data. serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik / berbasis sistem.
Pasal 84

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83. kepada DPRD paling lambat

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakat bersama.
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{3}

(8)

(9]

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), ditandatangani oieh Bupati dan pimpinan DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
Dalam hal terjadi Penambahan Kegiatan/sub Kegiatan baru pada KUA
dan PPAS vang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun Berita Acara
kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD;
Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada
avat (3] akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan
darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
KUA dan PPAS vang telah disepakati Bupatit bersama DPRD sebagaimana
dimaksud pada avat {2}, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.
Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dan avat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Dalam hal Bupat berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil
Bupati bertugas untuk:
a. menvampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
dan
b. menandatangarni nota kesepakaran KUA dan nota kesepakatan PPAS.
Palam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara.
pejabat vang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat vang berwenang selaku
penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD:
dan
b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu vang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas
untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
Pasal 85

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menvepakati bersama rancangan KUA dan

rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 avat (1), paling lama &

lenam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada

62



DPRD. Bupati menvampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

kepada DPRD berdasarkan RKPD. rancangan KUA, dan rancangan PPAS vang

disusun Bupati. untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupatt dengan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

{ 2

{O}

Pasal 80

kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat (6) dapat

dranggarkan:

a. untuk | {(satuj tahun anggaran: atau

L. lebih dari 1 {satu) rahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
ijamalk.

kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b,

harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi alas pelaksanaan kegiatan vang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran
vang memerlukan waktu penvelesaian lebih dari 12 (dua belas)
bulan. atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan vang menurut sifatnva harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran kegiatan tahun jarnak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Persetujuan  bersama  scbagaimana dimaksud pada avar {3

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PEAS.

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada avat (3} paling sedikit

MCITLAL

4. nama keglatan.

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan:

c. jumlah anggaran: dan

¢f.  alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak

sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b, tidak melampaui akhir

tahun masa jabatan Bupati berakhir. kecuali kegiaian tahun jamak
dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Rencana herja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkal Daerah
Pasal 87

kepala Perangkat Daerah menvusun RRKA SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 avat (2) dan avat {3].
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} disusun dengan
mengeunakan pendekatan:
a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah:
b, penganggaran terpadu. dan
¢. penganggaran berdasarkan kinerja.
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) disampaikan kepada
PPRD sebagai bahan penvusunan rancangan Peraturan Daerah teniang

APBD sesual dengan jadwal dan tahapan sesual dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan,

Pasal 88
[Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akihat keadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat
menvusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 avat {3} dan avar {=]
Penambahan  kebutuhan pengeluaran akibat keadaan daruvat

sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} disampaikan kepada DPRD.

Pasal 89
Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah  Daerab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 avat (2} huruf a. dilaksanakan
dengan menyvusun prakiraan maju.
Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada avat (1} berisi perkivaan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan vang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnva dari tahun anggaran vang

direricanakarn,



(3}

(1

(3}

—
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Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 avat {2} huruf b. dilakukan dengan memadukan seturuh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana keria dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87 avat {2} huruf ¢, dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran vang diharapkan
dari kegiatan;
b, hasil dan manfaar vang diharapkan: dan

¢. cfisiensi dalam pencapaian hastl dan keluaran.

Pasal 90

Untuk terlaksananva penvusunan RkA SKPD berdasarkan pendekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan terciptanva
kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan 2 {dua) tahun anggaran sebelumnya sampal dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilas
program dan kegiatan vang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaikan tahun sebelumnva untuk dilaksanakan atau diselesaikan
pada tahun vang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun
vang direncanakan.

Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestast keria vang ditclapkan, kebutuhan dananva harus

dianggarkan pada tahun vang direncanakan.

Pasal 91
Penvusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkan kineria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 avat (2)
huruf ¢. berpedoman pada:
4. indikator Kinerja:
b. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja:
¢, standar harga satuan,
¢d. rencana keburuhan BMD: dan
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e. standar pelavanan minimal.

indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf a,
merupakan ukuran keberhasilan vang akan dicapai darn program dan
kegiatan vang direncanakan meliputi masukan. keluaran. dan hasil.
Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf b,
merupakan ukuran prestast kerja vang akan dicapa: dan keadaan semula
dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantilas, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan dan setiap program dan kegiatan.

Sasaran kimerja sebagaimana dimaksud pada avar{i) huruf b. merupakan
hasil vang diharapkan dann suatu program atau keluaran vang
diharapkan dari suatu kegiaran vang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan koalitas vang
terukur.

Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b,
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biava vang
digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada avar {1} hurul c.
merupakan harga satuan barang dan jasa vang ditetapkan oleh Bupan
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 avat {3}.

Rencana kebutuhan DMD sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurouf d.
merupakan dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode |
{satu) tahun vang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.

Standar pelavanan minimal sebagaimana dimaksud pada avat (1} hurul e
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu pelavanan dasar vang merupakan urusan pemerintahan wajib vang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 92
RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 avat {1}. memuat
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiavaan untuk tahun yang

direncavakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
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Rencana pendapatan. belanja. dan pembiavaan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dirinci sampat dengan rincian obvek.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} juga memuat informasi
mengenal urusan pemerintahan daerah., organisasi, standar harpa

satuan. dan kinena vang akan dicapar dari program dan kegiatan.

Pasal O3
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1]
memuat urusan pemerintahan daerah. organisasi, kelompok. jenis.
obvek. dan rincian obvek pendapatan Daera
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat (1} diterima oleh
SK{D sesuatl dengan tugas dan fungsinva serta ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Rencana belania sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 avat (1}, dimnma
atas urusan pemerimtahan Daerah, organisasi, program, Kkegiatan,
kelompok belanja vang masing-masing diuratkan menurut jenis. obvek.
dan rincian obyek belanja.,
Rencana Pemnbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 avat {1)
memuat kelompok:
a. penerimaan Pcmbiavaan vang dapat digunakan untuk menutup
defisit APBD: dan
b. pengeluaran Pembiavaan yang dapat digunakan = untuk
memanfaatkan surpius APBD vang masmg-masing diuraikan

menurut jenis. ohijek, dan rincian objek Pembiayaan.

Penerimaan  Pembiavaan dan  pengeluaran  Pembiayvaan daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dianggarkan dalam RKA-SKPD
pada:

a.  SKPKD:

b,  SKPD/Unit SKPD terkait vang melaksanakan pola pengelclaan

xeuangan BLUD.
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Bagian Kenga

Penviapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah
Pasal 94

RKA SKPD vang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
avat {1} disampaikan kepada TAPD melalut PPKD untuk diverifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada aval (1) dilakukan olen TAPD
untuk menelaah kesesuajan antara RKA SKPD dengan:
a. KUA dan PPPAS:
h. prakiraan maju vang telah disetujut tahun anggaran sebelumnya:
¢ dokumen perencanaan lainnyva.
d.  capatan kinerja:
e, ndikator kinerja;
£, analisis standar belanja;
g.  standar harga satuan;
h. perencanaan kebutuhan BMD:

standar pelavanan mimimal;

i1 proveksi perkiraan maju untuk tahun berikutnya; dan

k. program dan kegiatan antar RKA Perangkat Daerah.

Dalam hat hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada avat {1)
terdapat ketidaksesualan, kepala SKPD melakukan penyempuinaan.
Selain diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada avat {1}, RKA-SKPD
direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95
PPKD menvusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD vang telah disempurnakan
nleh Kepala SKPD.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, memuat lampiran paling sedikit terdin atas:
a, ringkasan APBD vang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan. belanja, dan pembiayaan:
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b. rngkasan APBID menurut urusan pemerintahan daerah dan
OTgantsast.

¢.  rincian APBD menurut urusan pemerintahan dacrah. organisast,
program. kegiatan. kelompok, jenis pendapatan. belanja. dan
pembiavaan:

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, dan kegiatan:

e.  rekapitulasi belanja Daerah untuk kesejarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

-

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang Daerah:

5 g

daftar penvertaan modal daerah dan investasi dacrah lainnya:
i daftar perkiraan penambalian dan pengurangan aset tetap daerah:

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

L

k. daftar kegiaran tahun anggaran sebelumnva vang belum diselesatkan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran vang direncanakan;

1. dafiar dana cadangan: dan

m. daftar pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdirn atas

nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjaharan

APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimansa

dimaksud pada avart {3} memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. rtingkasan penjabaran APBD vang diklasifikasi menurut kelompok,
jentis. ohvek., dan rincian obvek pendapatan. belanja. dan
pembiavaan:

b, penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan dGaerah, OTEANISASsI,
program. kegiatan. kelompok. jenis. obyek. rincian obvek
pendapatan, belanja, dan pembiavaan;

¢. daftar nama penerima. alamart penerima. dan besaran hibah: dan

d. dafrtar nama penerima, alamat penerima, dan besaran banruan

sosial,
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Pasal 96

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD vang telah disusun oleh PPKD

disampaikan kepada Bupau

——
oy

{1}

BAB VY
FENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Penvampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pasal 97
Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daeragh tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat
60 {enam puluh} han sebelum 1 {satu) bulan tahun anggaran berakhir
untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
Bupati vang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang
APB{) sebagaimana dimaksud pada avat (1} dikenai sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan
oleh Bupatu dan DPRD setelah Bupati menvampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana

dimaksud pada avat {1} berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Pasal 99
Bupati dan DPRD wajib menvetujul bersama rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD paling tambat 1 {satu) bulan sebelum dimulainyva

tahun anggaran setiap tahun.
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Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada avai (1),
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD.

DPRD dan Bupat yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dalam 1 {satu} bulan sebelum dimulainva tahun
anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada avat {1) dikenai
sanksi administratf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayar {1), sanksi
sebagaimana dimaksud pada avat (3} tidak dapat dikenakan kepada

anggota DPRD.

Pasal 100

Dalam hail Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Peraturan Dserah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupat
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnva.
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} diprioritaskan untuk belanja vang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnva sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dapat dilampaui apabila terdapat
a. kebijakan pemerintah pusat vang mengakibatkan tambahan

pembebanan pada APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (2} memuat lampiran vang terdiri atas:

d.

ringkasan APBD;
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ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obvek:

ringkasan APBD menurut Urusan Permmenntahan daerah dan organisasi:
rincian  APBD  menurut urusan pemerintahan daerah. organisasi.
program, kegiaran, kelompok, jenis, obvek. rincian obvek pendapatan,
belanja. dan pembiavaan:

rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerimtahan
daerah, organisasi, program. dan kegiatan:

rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara:

daftar jumiah pegawai per golongan dan per jabatan,

daftar piutang Daerah:

daftar penvertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya.

daftar perkiraan pcnambahan dan pengurangan aset tetap dacrahs:
dafiar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain- lain:

daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang helum diselesaikan dan
dianggarkan kembalt dalam tahun anggaran mi:

daftar dana cadangan:

dattar pinjaman Daerah;

daftar nama penerima. alamat penerima, dan besaran hibah: dan

dafiar nama penerima. alamal penerima. dan besaran bantuan sosia:.

Pasal 102

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 avat
{2} dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati scteiah memperoleh
pengesahan dari Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusart.

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 15 {lima belas} hari terhitung sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupat terhadap rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

ay
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Pasal 103
Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan. Bupat
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling unggl sebesar
seperduabelas jumnlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dibatasi
hanva untuk mendanai keperiuan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangari.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belama

2

(4

Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah
Pasal 104

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD) vang telah disetujui bersama
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (riga)
hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada avat {1}
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS vang disepakati antara Bupati dan
DPRI1).
Fvaluasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan untuk mengujl
kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan vang Jebih tinggt;
h,  kepentingan umum;
c. RKPD, KUA, dan PPAS: dan
d. RPIMD.
Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menvatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
avat {3}, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RRKPD, KUA, PPAS. dan RPJMD. Bupat menetapkan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah
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dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan Bupati sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menvatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
avat (3}, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD. KUA, PPAS, dan RPJMD. Bupati bersama
DPRD melakukan penvempurnaan paling lama 7 {fujuhj hari sejak hasti
evaluasi diterima.

Pasal 105
Penvempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
avat 1{5), dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran.
Hasil penvempurnaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.
Keputusan pimpinan DPRD sehagaimana dimaksud avat (2} dyjadikan
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud avat {2) dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnva.
Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat {2]
disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah

keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan APBD dan Penjabaran APBD
Pasal 106
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD vang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupan
tentang penjabaran APBD,
Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada

avat {1} dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
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Bupati menvampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tenlang penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7
(tujuh) har setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat ditetapkann.
Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat vang berwenang menetapkan
Peraturan Daerab tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD.

DAB Vi
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 107

Semua penerimaan dan pengeluaran Dacrah dianggarkan dalam APBD
dan dilakukan melalui Rekening kas Umum Daerah vang dikelola oleh
BUD.
Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1] sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ridak dilakukan melalui Rekening has Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Daerah

tersebut,

Pasal 108
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan vang menerima atau menguasai uang/kekavaan daerah wanb
menvelenggarakan penatausahaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pejabat vang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen vang
berkaitan dengan surat bukt vang menjadi dasar penerinmiaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat vang timbul dari penggunaan surat bukt:
dimaksud.
Kebenaran material sehagaimana dimaksud pada avat (2) merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil vang dicapai atas beban
APBD) sesuai dengan kewenangan pejabat vang bersangkutan.
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Pasal 109
Bupati dan Perangkat Daerah ditarang melakukan pungutan selain dar vang
diatur dalam Peraturan Daerah. kecuali ditentukan lam sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangat.

Pasal 110
Penerimaan Perangkat Daerah vang merupakan pencrimaan Daeran tidak dGapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran. kecuali ditentukan lamn sesuar

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111
(1} Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan vang berakibat pengeluaran
atas beban APBD apabila anggaran untuk membiavar pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
{2} Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan 5D atau
dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.
(33 Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas

Beban APBD untuk tujuan lain dari vang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 112
(1} Untuk pelaksanaan APBD. Bupati menetapkan:
a. pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPD;
. pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPM:
c.  pejabat vang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung
jawaban;
d. pejabat vang dibert wewenang menandatangani SP20;
¢ Rendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembaniu; dan
g.  Pejabat lainnva dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2}  Penetapan pejabat sebagmimana dimaksud pada avat {1} dilakukan

sehelum dimulainva tahun anggaran berkenaan,



(6]

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penarausahaan
Kas Umum Daerah
Pasal 113
Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka
Rekerming Kas Umum Daerah pada bank umum vang sehat.
Bank umum sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditectapkan olen Bupau
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada avat (2] dimuar

dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 114
Dalam pelaksanaan operasional pencrinmaan Daerah dan pengeluaran
Dacrah, BUD dapat membuka rckening penernimaan dan rekening
pengeluaran pada bank vang ditetapkan oleh Bupau.
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat {1} digunakan
untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari,
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada avai (1) dioperasikan
sebagai rekening bersalde nihil vang seluruh  penerimaannva
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnyva
sekali sehart pada akhir har.
Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada avat
(3). secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari. pemindahbukuan
dapat dilakukan secara berkala vang ditetapkan dalam Peraturan Bupari.
Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat {1} dioperasikan
sebagai rekening vang menampung pagu dana untuk membiayai hegiatan
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan

atas perintah BUD.



Pasal 115
{1}  Bupati dapat membert izin kepada kepala SKPD unruk membuka rekening
penerimaan melalui BUD vang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
(2} Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka
rekening pengeluaran melalui BUD vang ditetapkan oleh Bupati pada

bank umum untuk menampung UP.

Pasal 110
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga. jasa giro. dan/atau imbalan
lainnva atas dana vang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga
dan/atau jasa giro vang berlaku sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 117
Biava vang timbul sehubungan dengan pelayanan vang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan vang berlaku pada bank vang bersangkutan dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Dalam rangka manajemen kas. Pemerimtah  iaerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang
milik Daerah vang sementara belum digunakan sepanjang tidak
mengganggu likuiditas keuangan Daerah. tugas daerah. dan kualitas
pelavanan pubhk.

(21 Dcposito dan/atau investasi jangka pendck schagaimana dimaksud pada
avat {1} harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per

31 lesember.

Bagian kctiga
Penviapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan hkeria Perangkat Daevah
Pasal 119

t PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menvusun dan

menvampaikan rancangan DIPA SKPD paling lambat 3 (1iga) hari setelah
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
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Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1} memuat
Sasaran vang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran vang
disediakan untuk mencapai Sasaran. rencana penerimaan dana. dan
rencanda penarkan dana sctiap satuan kerja serta pendapatan vang
diperkirakan.

kepala Perangkat Daerah menverahkan rancangan DPA SKPD vang telah
disusun kepada PPKD paling lambat 6 {enaim} han setelah pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada avat {1) disampatkan.

Pasal 120
TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala
SKPI) vang bersangkutan.
Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayvat
{1} diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hart sejak diterapkannya
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Berdasarkan hasil verifikast sebagaimana dimaksud pada avat {1}, PPKD
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan
Sekretaris Daerah,
Dalam hal hasil ventikasi sebagaimana dimaksud pada avat {l} tdak
sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD
melakukan penvempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh
PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah,
DPA SKPD vang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada avat {3j dan
avat (4} disampaikan kepala SKPD vang bersangkutan kepada satuan
kerja vang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lama
7 (tujuh} hart sejak tanggal disahkan.
DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan ayat (4] digunakan
sebagai dasar pclaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah

selaku PA.
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Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD
Pasal 121
PPKD sclaku BUD menvusun Anggaran Kas Pemermntah Daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana vang tercantum dalam DPA SKPD.
Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada avat (1} memuat perkiraarn
arus kas masuk vang bersumber dart penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar vang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam

sotiap periode.

Pasal 122
Dalam rangka manajemen kas. PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:
a. anggaran kas Pemerimtah Daerah:
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah: dan
c.  penjadwalan pembayvaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKPD.
SPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} disiapkan oleh Kuasa BUD

untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan anggaran kas dan SPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122, diatur dalam Peraturan

f3u

e

arl,

Bagian kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pendapatan Daerah
Pasal 124
i3endahara penerimaan wajib memvetor scluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 {satu} hari.
Dalam hal kondist geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi. dan keterbatasan pelavanan jasa Keuangan, serta kondisi
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ohjektif lainnva. penvetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada
avat{1) dapat melebthi t(satu] hari vang diatur dalam Peraturan Bupat.
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukt vang lengkap dan sah atas
setoran.

Bukti sebagaimana dimaksud pada avat {3} dapat mehputi dokumen
elektronil.

Denvetoran pencrimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat {1}

menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 123
Penvetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 avat {5) dilakukan sccara tunai dan/atau nontunal.
Penvetoran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggap sah setelah
Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain vang dipersamakai
Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga vang dalam penguasaannva:
a. lebih dari 1 fsatu] ham. kecuali terdapat keadaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 124 ayal {2}; dan/atau

h.  atas nama pnbadi.

Pasal 126
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menvelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran aias penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menvampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPk Perangkat
Daerah paling lambar tanggal 10 bulan berikutnya.
Hendahara Penerimaan pada SKPD  wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnyva.
PPKD  melakukan verifikasi. evaluasi. dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat

(3] dalam rangka rekonsilias: penerimaan.
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Pasal 127

Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah vang sifatnyva berulang
dan terjadi pada tahun vang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimmaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sitatmva tidak
herulang vang terjadi dalam tahun vang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan vang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebithar Penerimaan Daerah vang sifatnva tidak
berulang vang terjadi pasca tahun sebelumnva dilakukan dengan

membebankan pada rekening belama tidak terduga.

Bagian keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
Pasal 128

Setiap pengeluaran harus didukung bukti vang lengkap dan sah
mengenai hak vang diperoleh oleh pthak vang menagih.

Pengcluaran kas vang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan
dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada avat (2} tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurai dan/atau keperluan mendesak sesual

dengan Ketenruan peraruran perundang-undangan.

Pasal 129

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA rmelaiut PP
Perangkat Daerah Dberdasarkan SPD  atau  dokumen lain vang
dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP  kepada KPA Dberdasarkan pertimbangan besaran
Perangkat Daerah  dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK Unit Perangkat Daerah berdasarkan SPD atau
dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran

Kegiatan SKPD. disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalul
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PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain vang dipersamakan
dengan SPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada avat {1] terdin atas:

a,.  SPPUP

b.  5SPPGU:

c. 3PP TU; dan

d.  SBPPLS.

-

SPP sebagaimana dimaksud pada avat (2} dan avat (3} terdiri atas:
a. SPPTU: dan
b. SPPLS.

Pasal 130

Pencrbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
pengeluaran dalar rangka pengisian UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara
Pengetuaran dalam rangka menggantu UP,

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada avat {1} dan avat (2] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pengajuan SPPP UP sebagaimana dimaksud pada avat (1) diajukan dengan
melampirkan besaran UP sebagaimana dimaksud pada avat (3).
Pengajuan SPP QU sebagaimana dimaksud pada avat {2} dilampiri dengan

dokumen asii perranggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 131
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yvang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.
Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 {satu] bulan, sisa TU
disctor ke Rekening Kas Umum Daerah.
Ketentuan baias waktu penvetoran sisa TU schbagaimana dimaksud pada
avat {3} dikecualikan untuk:

a. kegiatan vang pelaksanaannva melebihi 1 {satu} bulan; dan/atau
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h. kegiatan vang mengalami perubahan jadwal dar vang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di tuar kendaili PA/KPA.
Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada avat (11 ditampirt dengan

daftar nncian rencana penggunaan dana.

Pasal 132
P'enerbitan dan pengajuan dokuimen SPP LS dilakukan oleh Bendahara
penigeluaran untuk pembavaran:
a. gaj dan funjangan:
.  kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa: dan
¢ kepada pihak ketiga iainnva sesual dengan kKetentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembavaran pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b, dapat juga dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan
sebagian kewenangannyva kepada KPA.
SPP-LS kepada pihak ketiga lainnva sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf ¢ digunakan untuk pembayaran antara lain:

a hibah berupa uang;

h. bantuan sosial herupa uang;

. bantuan keuangan,

d. subsidi:

€. bagi hasil

£ belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan

yang teriadl pada tahun anggaran schelumnyas:
g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendast aparat pengawasan Infern pemerintah dan/atau

rekomendasi badan pemeriksa keuangan.

Pasal 133
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP

vang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPL.



(2]

BBesaran UP sebagaimana dimaksud pada avat {I) untuk masing-masing
SKPD ditetapkan satu kali dalam satu tabun pada awal tabun anggaran.

berdasarkan pertimbangan:

a. ketersediaan kas di RKULD:
b. rencana pembavaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS:
C. besaran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupaii tentang besaran UP
dan disertai dengan pernvataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan digunakan sesuar dengan peruntukannyva.

Besaran GU dihitung herdasarkan belanja vang telah diverifikasi oleb

Bendahara Pengeluaran dan 1idak melebihi besaran UP.

Pasal 134

Pengajuan dokumen SPP LS wuntuk pembavaran pengadaan barang dan

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 avar {1} huruf b, cleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan
paling lambat 3 {tiga) hari seiak diterimanva tagihan dart pthak ketiga
melalul PPTK.

Pengajuan SPP LS diampinn dengan kelengkapan persvaratan sang

diterapkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
avat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM UP.

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
avar {2). PA mengajukan penggantian UP vang telah digunakan kepada
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 131
avat (1], PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan

menerbitkan SPM TU.
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Pasal 136
Berdasarkan SPP 1S vang diajukan ocleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 avat {1), PPK Perangkat Daerah/PPK Unit Perangkat Daerah

melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b, kelengkapan dokumen vang menjadi persvaratan/sehubungan

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
C. ketersediaan dana vang bersangkutan.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
PA/KPA memerintahkan pembavaran atas beban APBD melalui
penerbitan SPM LS kepada kuasa BUD.
Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat. PA/KPA udak
menerbitkan SPM LS.
PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak
memenuhi svarat scbagaimana dimaksud pada avat {3} paling lama 1}

{satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 137
Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM vang diterima dan
PA/KPA vang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanva.
Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada avat{1} paling lama 2 {duaj
hari sejak 3PM diterima.
Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada avat {2},
Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan SPM vang diterbitkan oleh PA/KPA berupa

Surat Pernvataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. mengujl kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD vang
tercantum dalam perintah pembayaran;

C. menguji ketersediaan dana kegiatan vang bersangkutan: dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D vang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernvataan Tanggung Jawab PA/RKPA:
dan/atau
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b. pengeluaran tersebut melampaul pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat {4} paling lambat 1 {satu} har terhitting

gsejak diterimanva SPM.

Pasal 138
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembavaran setelah:
a. menelit kelengkapan dokumen pembayaran vang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukd transaksinyva:
b, menguji kebenaran perhitungan tagihan vang tercantum dalam
dokumen pembavaran: dan
C. menguji ketersediaan dana yang bersangkuran.
Blendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu wapb
menolak melakukan pembavaran dari PA/KPA apabila persyvaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak dipenuht.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung
jawab secara pribadi alas pembayaran yvang dilaksanakannya.
Atas persetujuan PA. Bendahara Pengeluaran SKPD  dapat
melimpahkan sebagian UP vang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.
Dalam proses belanja menggunakan UP sebagaimana dimaksud pada
avat {4), Bendahara [Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran Pembantu
dapat melakukan pembavaran secara sekaligus langsung kepada
penvedia barang/jasa atau melalul pemberian uang panjar terlebih
dahulu kepada PPTK.
Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penvedia barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada avat (5, atau mclalut pemberian uang
panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA
vang dituangkan dalam nota pencairan dana vang diajukan oleh PPTk.
Pemberian uang panjar berdasarkan nota pencairan dana sebagaimana

dimaksud pada avat ({6}, dilakukan secara non tunai  melalul

87



pemindahbukuan dait rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu ke rekening PPTK.

(81  Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayvaran belanja,
PPTK mengembaiikan kelebihan wuang panmjar dimaksud kepada
Bendahara Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melalui
transfer ke rekening Hendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu.

(9} Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembavaran belanja.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran pembantu membayvar
kekurangannva kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

(10) PPTK bertanggung Jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang
panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayvat (9] vang diterima

dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 139
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib
pungut Pajak Penghasilan (PPh} dan pajak lainnva wajib menyetorkan sefuruh
penerimaan potongan dan pajak vang dipungutnya ke Rekening Kas Umum
Negara.

Pasal 140
PA/KPA ditlarang menerbitkan SPM vang membebam tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 141

(17 Bendahara Pengeluaran secara administratit wajib mempertanggung
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK S5KPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikuinva.

(2} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang
vang menjadi tanggung jawabnva dengan menvampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPRD selaku BUD paling

lambat tanggal 10 bulan benkutnya.



{3}

(3)

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertanggungiawaban pengetuaran dan sanksi keterlambatan
pennvampaian laporan pertanggungjawaban diatur oleh Peraturan Bupat.
Penvampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeiuaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu secara fungsional sebaganmana dimaksud pada
avat {2}, dilaksanakan serelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung-
jawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

Untuk tertib laporan pertanggungiawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan

paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Peiaksanaan dan Penatausahaan
Pembiavaan [aerah
Pasal 142
Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiavaan Daeragh dilakukan oleh kepala SKPRKD.
Perterimaan  dan  pengeluaraan Pembiavaan Daerah  sebagaimana
dimaksud pada avat {1} dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiavaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat {2} sesual dengan ketentuan peratyran
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiavaan Daerah tersebut.
kKetentuan lehih lanjut mengenal sistem dan proseaur Penatausahaan
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiavaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada avat (1} diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

Keadaan vang menvebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun

anggaran berjalan untuk:

4
[ N

b,

menutupi defisit anggaran:
mendanai  kewajiban  Pemerintah  Daerah  vang belum  tersedia

anggarannva;



[

¥

{2}

[

(2)

membavar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi dacrah vang
melampaut anggaran vang tersedia mendahulul perubahan APBD:
melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanal kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibai adanva
kebijakan Pemerintah:

mendanai Program dan Kegiatan vang belum tersedia anggarannva:
dan/atau

mendanai keglatan vang capaian sasaran kinerjanva ditingkatkan dari
vang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, vang
dapat disclesaikan sampai dengan batas akhir penvelesalan pembavaran

dalam 1ahun anggaran berjalan.

Pasal 144
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening has Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuat peruntukannyva.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umun:
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan vang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan vang bersangkutan mencukupi.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada avat (2} palmg ungg
sejumiah pagu Dana Cadangan vang akan digunakan sesual
peruntukannva pada tahun anggaran berkenaan sesual dengan
ketentuan pembentitkan Dana Cadangan.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening has Umum
Daerah scbagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan dengan surat

perintah pemindahbukuan cleh Kuasa BUD atas persetuiuan PPKLD.

Pasal 145
Penigalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah vang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipindahbukukan
dari Rekening Kas Umum Dacrah ke rekening Dana Cadangan.

o0



(3)

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada avat (2} dilakukan dengan

surat permntah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 146

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiavaan. Kuasa BUD berkewajiban

untuk:

.

——

(1

meneliti kelengkapan perintah pembavaran vang diterbitkan oleh kKepala
SKPPKD;

menguji  kebenaran perhitungan pengeluaran pembiavaan vang
tercantum dalam perintah pembavaran;

menguil ketersediaan dana vang bersangkutan; dan

menolak pencairan dana, apainla perintah pembayaran atas pengeluaran

nembiavaan tidak memenuhi persvaratan vang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 147

Pengelolaan BMD adalah kescluruhan kegiatan yang melipun
perencanaan kebutuhan dan penganggaran. pengadaan, penggunaan.
pemanfaatan. pengamanarn dan pemeliharaan. penilaian.,
pemindahtanganan. pemusnahan. penghapusan. penatausahaan dan
pembinaan. pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan 3MD sebagaimana dimaksud pada avat {1) dilaksanakan

sesual dengan ketentuan peratiran perundang-undangan.

BAB Vi
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 148
Pemerintah Daerah rmenvusun laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis untuk 6 (cnam) bulan berikutnya.
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{2} Laporan sebagaimana dimaksud pada avat {1} disampaikan kepada DPRD

paling lambat pada akhir bulan Jul: tahun anggaran herkenaan.

@

Laporan sebagaunana dimaksud pada avat {2} dibahas oleh DPRD paling
lama 7 {tujuh} han sejak disampaikan oich Pemeriniah Daerah.
(4} DPRD menvampaikan Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada

avat (3] dalam benruk rekomendasi vang ditandatangani pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Dasar Perubahan APBD
Pasal 149
(1) Laporan realisas: semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148, menjadi dasar perubahan APBD.

{2} Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. perkembaingan vang tidak sesual dengan asumsi KUA:

. keadaan vang menvebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasl. antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, dan antar Jenis belanja:

C. keadaan vang menvebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnvya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

tcadaan darurat; dan/atau

~

e, keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan KUA APBD dan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 150

{11 Perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 149 avat {2} huruf a dapat berupa terjadinva:

a. pelampauan atau tidak tercapainyva proveksi Pendapatan Daerah;

b. pelampauan atau tidak tercalisasinva alokasi Belanja Daerah:

dan/atau

C. perubahan sumber dan penggunaan Pembiavaan daerah,

o
]



(2]

{3}

o

1
Y

Bupati memtormulasikan perkembangan vang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada avat {1} ke dalam rancangan
perubahan KUA serta perubahan PPAS bherdasarkan perubahan RKPD.
Dalam rancangan perubahan KUA schagaimana dimaksud pada avart {2)
disertar penjelasan mengenai perbedaan asums: dengan KUA vang
ditetapkan sebelumnyva.

Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada avat {2)

disertal penjelasan:

Aa. program dan kegiatan vang dapat diusulkan untuk ditampung
dalanm perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan:

b capaian sasaran kinerja program dan kegiatan sang harus
dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai: dan

. capalan Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan vang harus
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi
KUA.

Haglan keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 151

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi. antar unit organisast.

antar program, antar kegiatan. dan antar jenis belanja. antar obyek belanja,

dan/atau antar rincian obvek belanja.

1)

(2]

w

Pasal 152

Pergeseran anggaran antar organisasl, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131. dilakukan melalut perubahan APBD.

Pergeseran anggaran aniar obvek belanja dan/atau antar rincian obvek
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dilakukan melalui
perubahan Penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran antar obvek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obvek belanja dalam obvek belanja sebagaimana dimaksud pada

avat (2], ditetapkan oleh Bupari.
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Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2]
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada avat (2}
selanjuyva dituangkan dalam rancangan perubahan APBD atau
ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau

b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannva perubahan APBD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur
dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam

Perubahan APBD

Pasal 133

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnva untuk pendanaan pengeluaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 avat (2] huruf c, diformulasikan
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagian Keerniam
Pendanaan Keadaan Darurat
Pasal 154

Pemerintah Daerah mengusuilkan pengeluaran untuk mendanail
keadaan darurat vang belum tersedia anggarannva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 avat (2} huruf d dalam rancangan perubahan
APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal Pemerintah Daerah tidak meiakukan perubahan APBD maka

engelyaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
: P
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Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa
Pasal 105

Perubahan APBD hanva dapat dilakukan 1 {satu} kah dalam 1 {satyj
tahun anggaran. kecualt dalam keadaan luar biasa secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 avat (2} huruf e,

Neadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada avat {1} merupakan
keadaan vang menvebabkan  estimasi  penerimaan  dan/atau
pengeluaran daiam APBD mengalami kenaikan atau penurunan leinh
besar dari 50%, (lima puluth persen).

hetentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada avat (1} diatur dalam Peraturan Bupanu

sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156
Dalam hal keadaan luar biasa vang menvebabkan esumasi penerimaan
datam APBD mengalami kenatkan lebih dan 50% (hma puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 avat {2} dapat diakukan
penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaan Sasaran
kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
Dalam hal keadaan luar biasa vang menvebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami penurunan lebih dan 50" {lima puluh persenj
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat {2) dapat dilakukan
penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program dan kegiatan lainnva dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedelapan
Penvusunan Perubahan APBD
Pasal 157
Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubabhan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 avat (2}. disampaikan kepada
DPRD paling tambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun

anggaran berkenaan.



{1}

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibahas bersama dan disepakati
menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu

kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 158

Perubahan KUA dan perubahan PPAS vang telah disepakati Bupati

bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 avat {2}, menjadi

pedoman Perangkat Daecrah dalam menvusun RKA SKPD.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada avat

{1} disampaikan kepada SKPD disertai dengan:

2.  program dan kegiatan baru;

bh.  kriteria DPA SKPD vang dapar diubah;

c. batas waktu penvampaian RKA SKFPD kepada PPKD; dan/atau

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan
APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain vang
dibutuhkan.

Penyvampaian sebagaimana dimaksud pada ayvat (2} dilakukan paling

fambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 159
Kepala SKPD menyvusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 avat (2},
RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1} disampaikan kepada
PPKD sebagat bahan penvusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD.

Pasal 160

Ketentuan mengenal tata cara penvusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 96, berlaku secara mutatis mutandis

rerhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.
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(2}

(3)
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Pasal 161

BPA SKPD vang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
avat {2} huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran
kinerja program dan kegiatan dari vang tclah ditetapkan semula.
Peningkatan atau pengurangan capalan sasaran kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada avar (1} diformulasikan dalam
perubanan DPA SKPD.

Perubahan DDPA SKPD memuat capawan sasaran kinerja, kelompck. jenis.
obvek. rincian obvek pendapatan. belanja. dan pembiavaan batk sebelum

dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 162
RKA SKPD vang memuat program dan kegiatan baru dan perubahan DPA
SKPD vang akan dianggarkan dalam perubahan APBD vang telah disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
Verifikast sebagaimana dimaksud pada avat {1} dilakukan oleh TAPD

untuk menelagh kesesuatan antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD

dengan:
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
b. prakiraan maju vang telah disetujui;

dokumen perencanaan lainnvar:

3

d. capaian Kinerja:

41

indikator Kinenja,

f. analisis standar belanja:

2. standar harga satuan;

h.  perencanaan kebutuhan BMD:

1. Standar Pelavanan Minimal: dan

3 program dan kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SkPi3.

Dalam hal hasil verifikusi TAPD sebagaimana dimaksud pada avat {1}

terdapat ketidaksesuaian. kepala SKPI1) melakukan penvempurmaan.



(<)

Pasal 163

PPKD menvusun rancangan Peraturan Daerah fentang perubahan APBD

dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA

SKPD vang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana

dimaksud pada avat {1} memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APBD vang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja. dan pembiavaan;

b, ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan. kelompok, jents pendapatan, belanja, dan
pembiavaan,

d. rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menuruf urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, dan keglatan;

€. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

—

daftar jumiah pegawal per golongan dan per jabatan;

daftar piutang Daerali;

=

daftar penvertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya:

e

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah:

] daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berkenaan;

1 daftar dana cadangan daerah: dan

m. daftar pinjaman Daerah.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdin atas

nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

perubahan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada avar (3} memuat lampiran paling sedikit

terdiri atas:



a. tingkasan penjabaran perubahan APBD vang diklasifikasi menurut
jenis, obvek, dan rincian obvek pendapatan, belanja, dan
Pembiavaan:

b.  penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program. kegiatan, jenis, obvek. rnncian obyek
pendapatan, belanja. dan pembiavaan:

¢. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

d. daftar nama penerima. aiamat penerima, dan besaran bantuan

s0slal.

Pasal 164
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD vang telah disusun oleh

PPKD disampalkan kepada Bupatl.

Bagian Kesembilan
Penetapan Pertibahan APBED
Pasal 165
Bupau wajib menvampatkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBID kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu

kedua bulan September tahun anggaran borkenaan.

fasal 166

(1] Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menvampaikan
rancangan Peratruran Daerah tentang perubahan APBD  beserta
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
herpedoman pada perubahan RKP1), perubahan KUA, dan perubahan
PPAS.
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Bagian Kesepuluh

Perserujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Pasal 167

Pengambilan keputiisan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3
{tiga} bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
Dalamn hal DPRD sampali batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat
{1} tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Bupat
melaksanakan pengeluaran vang telah dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan,
Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
dilakukan  setelah  ditetapkannva  Peraturan [aerah  tentang

pertanggungijawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Fvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APED dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pasal 168
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD vang telah
disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD, disampaikan kepada gubernur sebagai wakii
Pemerintah Pusat paling lambat 3 {tiga} hari sejak tanggal persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupat,
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan AFPBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana
dimaksud ﬁada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan
KUA, dan perubahan PPAS vang disepakati antara Bupati dan DPRD.
¥valuasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan untuk menguji
kesesuaian rancangan Peraturan Daerah kabupaten tentang perubahan
APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran perubahan
APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;
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. kepentingan umuim:

c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan

¢. RPJIMD.

f2alam hal gubermur sebagai wakil Pemerntah Pusar menvatakan hasil
evaluast rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tingg.
kepenungan umum. perubahan RKPD. perubahan KUA. perubahan PPAS,
dan RPJMD, Bupait menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemenntah Pusat menvatakan hasil
evaluast rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Dacrah tentang penjabaran perubahan APBD tidak
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih
tinggl, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA.
perubahan PPAS. dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan

penvempurnaan pahng lama 7 (tajuhl han sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 169
Penvempurnaan hasil evaluast sehagaimana dimaksud dalam Pasal 168
avat (3. dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
hadan anggaran.
tiasil penvempurnaan sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan
dengan Keputusan pimpinan DPRD.
heputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dyadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
Keputusan pimpman DPRD sebagaimana dimaksud pada avat ({2}
dilaporkan pada sidang paripurna bernkutnva.
Reputusan pimpinan DPRD  sebagaimana dimaksud pada avat {2)
disampaikan kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten paling

lama 3 (figa) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

101



®

(3}

BAB Vill

ARKUNTANST DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAKRAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerimtah Daerah
Pasal 170

Akuntansit Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

a. kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:
53 SAPD: dan
C. BJ’\S

Akuntanst Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada avat {1}

dilaksanakan oleh cntitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 171
Kebyjakan Akuntansi Pemerintah laerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 avat {1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan dan kebyakan akuntanst akun,
kebjjakan akuntanst pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, memuat penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan vang
berfungst sebagar panduan datam penvajian pelaporan keuangan.
Kebijakan  akunitansi akun  sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengatur  aefinisi,  pengakuan. pengukuran. penilaian. dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.
Ketentuan lebih lanjut mengenat Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan

Bupan.

Pasal 172
SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 avat (1) huruf b, memuat
piihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal. posting kedalam buku besar.
penyusunan neraca saldo. dan penvanpan laporan keuangan.
Penvajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1} paling
sedikit melipuzi:
a. laporan realisasi anggaran.
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laporan perubahan saldo anggaran lebih;
. neraca;

d.  laporan operasional;

e, laporan arus kas:

f. laporan perubahan ekuritas; dan

. catatan atas laporan keuangan,

w

SAPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} meliputi sistem akuntansi
SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

{4 Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada avar

(11 diatur dalam Peraturan Bupat.

Pasal 173

BAS untuk Daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 avat (1} huruf

—
it

¢, merupakan pedoman bagl Pemerintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi akun vang menggambarkan strukiur APBD dan iaporan
keuangan secara lengkap.

(2} BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1} bertujuan untuk
newujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional
vang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, vang meliputi penganggaran. pelaksanaan anggaran
dan laporan keuangan.

31 BAS untuk Dacrah sebagaimana dimaksud pada avat {2) diselaraskan

dengan bagan akun standar Pemerintah lPusat.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Pemerintah [Daerah

Pasal 174
i1 Pelaporan keuangan Pemerintah Dacrah merupakan proses penyusunan
dan penvaiian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas
pelaporan sebagai hasil konsolidast atas laporan keuangan Perangkat
Daeeah selaku entitas akuntansi.
{2} Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) disusun

dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntans

paling sedikit meliputi:

[
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a. laporan realisasi anggaran:

. neraca:

. laporan operasional:

. laporan perubahan ekuitas: dan
e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagwmimana dimaksud pada avat {1)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 {dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 175

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 174 avat (1}. disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD gelaku PPKID
sebagai entitas pelaporan uniuk disampaikan kepada Bupati dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avar

{1} pahng sedikit melipuni:

a. laporan realisasi anggararn;

h. laporan perubahan salde anggaran lebih;
¢ neraca,

d. laporan operasional:

e. laporan arus kas:

f. laporan perubahan ekuitas: dan

g catatan atas laporan keuangan,

Laporan keuangan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada avar
(1) disampatkan kepada Bupati metalu: sekretaris daerah paling lambat 3
ttiga} bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Pasal 176
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 avat {1), dilakukan reviu oleb aparat pengawas internal

pemerintah sesuar dengan ketentuan peraruran perundang-undangan



sebelum  disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.
(2) Laporan keuangan Memerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat

(1} disampaikan kepada Badan Pemeriksa heuangan paling lambat 3 {tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemenksa Keuangan

i,

schagaimana dimaksud pada avat {2} diselesatkan selambat-lambatnyva 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
[+ Palam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menvampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambart lama 2 {dua} bulan setelah menerima
laporan kcuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 177
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penvesualan terhadap laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan

Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 avat (3]

Pasal 178
{1} Dalam rangka memenuhi kewajiban penvampaian informasi keuangan
daerah. PA menyvusun dan menvajikan laporan keuangan Perangkat
daerah bulapan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati

melalui PPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N

Dalam rangka memenuht kewajiban penvampaian informasi keuangan
daerah, PPKD menvusun dan menvajikan laporan keuangan bulanan dan
semesteran  untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB [X
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGCGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD)
Pasal 179
(1} Bupat menyvampaikan — rancangan  Peraturan Daerah  rentang
pertanggunglawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
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i

{1

laporan keuangan vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan
serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lama 6
fenam)] bulan seteiah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibahas Bupati bersama
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Persetujuan  bersama  rancangan Peraturan  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayvat {2} dilakukan paling lama 7 {tujuh)} bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada avar (3j,
Bupati menviapkan rancangan Peraturan Bupat tentang penjabaran

pertanggungjawaban pefaksanaan APBD.

‘asal 180

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD vang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati
tentang  penjabaran pertanggungjawaban peiaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat paling
tama 3 (tiga) han terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda
ternitang  pertanggungiawaban  pelaksanaan  APBD untuk  dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati,

Palam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyvatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah scsuai dengan Peraturan
Daerah tentang APBD. Peraturan Daerah tentang perubahan AP,
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Peraturan Bupati tentang
penjaharan perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Daerah memadi Peraturan Daerah dan rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menvatakan hasil
evaluasl rancangan Peraturan [Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

106



—

(3}

pertanggunglawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan
Daerah fentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
Peraturan Bupart tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupat tentang
peniabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati bersama
PPRD melakukan penyempuraan paling lama 7 {tujuh} hari terhitung

setabk hasil evaluast diterima.

Pasal 181
Dalam hal dalam waktu 1 (satu} bulan sejak diterimanva rancangan
Peraturan Daerah tenitang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari
Bupati, DPRD wvdak mengambil keputusan bersama dengan DBupati
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBL, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati

Rancangan Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1}
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Untuk memperoleh pengesahan scbagaimana dimaksud pada avar (2],
rancangan Peraturan Bupall tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuht hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Bupati terhadap rancangan Perturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam batas waktu 15 {lima belas] gubernur sebagat wakil
Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupat
sebagaimana dimaksud pada avat {3j, Bupat menetapkan rancangan

Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.
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BAB X
NERAYAAN DAFERAH DAN UTANG DAERAH
Bagian kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah
Pasal 182
(1} Seuap perabat yang diben kuasa untuk mengelola pendapatan. belanja,
dan kekavaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2] Pemerintah Daerah mempunyar hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn.
13 Plutang bDaerah vang tidak dapar diselesaikan seluruhnva dan tepat
waktu, diselesaitkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

+

Penvelesaian Piutang Daerah vang mengakibatkan masalah perdata dapat
ditakukan melalui perdamaian. kecuali mengenai Piutang Daerah vang
cara penvelesalannva sesual dengan kKetentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 183
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersvarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
mengatur mengenai penghapusan  piutang negara dan Daerah, kecuali
mengenal Puutang Daerah vang cara penvelesaiannva dilakukan sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 184
Ketentuan lehih lanjut mengenai penvelesaian Piutang Daerah vang
mengakibatkan masalah perdara sehagaimana dimaksud dalam Pasal 182 avar
{4). dan penghapusan Piutang Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187,
diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Bagian kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 185

Pemerintah Daerah dapar melakukan investasi dalam rangka memperoteh

manfaat ekonomt, sosial, dan/arau manfaat lainnva sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangarn.

Pasal 186

khetentuan lebih lanjut mengenai investas: Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 185, diatur dalam Peraruran Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

—

Pasal 187

Penigelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
Pasal 188

Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang scsuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraiuran
perundang undangan.

Biaya vang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 189
Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelavanan kepada masvarakat sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

[
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(2]

{3)

Dalam rangka meningkatkan pelavanan kepada masyvarakat sebagaimana
dimaksud pada avat {1j, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam Peraturan Bupati vang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada avat ({2}
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tleksibilitas BLUD dalam
permberian Kegiatan pelavanan umum terutama pada aspck manfaat dan

pelavanan vang dihasiikan.

Pasal 190

Pelayanan kepada masvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 avat (2]

meliputi:

a. penvediaan barang dan/atau jasa lavanan umum:

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
lavanan kepada masvarakat; dan/atau

. pengelolaan wiiavah/kawasan terteiitu untuk tujuan meningkarkan
perekonomian masvarakat atau layanan umuin.

Pasal 191

(11 BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2)  BLUD merupakan kekavaan daerah vang tidak dipisahkan vang dikelola
untuk menvelenggarakan Kegiatan BLUD vang bersangkutan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{31 BLUD menvusun rencana bisnis dan anggaran.

(i Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 192

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPRD dan pembinaan teknis BLUD

dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah vang bertanggungjawab atas Urusan

Pemerintahan vang bersangkutan.

i1t
[

Pasal 193
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiavail

belanja BLUD vang bersangkutan.

110



{2} Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada avat {1} meliputi
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelavanan

BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 194
Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kineria BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari rencana kerja

dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 196
Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 197

(1}  Setiap bendahara. Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain vang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannva,
haik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti
kerugian dimaksud.

(2]  Ketentuan mengenai penyeclesaian kerugian daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penggantian kerugia

{3}  Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada avat

{1} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XIil
INFORMAS] KEUANGAN DAERAH
Pasal 198

(1]  Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan

diumumkan kepada masvarakat.

(2}  informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1} paling

sedikit memuat informasi penganggaran. pelaksanaan anggaran, dan

laporan keuangan.

(3} Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat {1}

digunakan untuk:

4.

f‘b

i

fY

membantu Bupat dalam menvusun anggaran daerah dan laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan keuangan
Daerall;

membantu Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja Keuangan
Daerah;

menvediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

mendukung keterbukaan mformasi kepada masyarakat;
mendukung penvelenggaraan sistern informast keuangan daerah;
dan

melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4} Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus

mudah diakses oleh masvarakat dan wajib disampaikan kepada menteni

yang menyvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menten

vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB X1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 160

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan

Daerah kepada Perangkat Daerah.
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Pasal 200
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam
hentuk fasilitast. konsultanst. pendidikan dan pelatihan. serta penelitian
dan pengembangan.
Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan dalam
bentuk audit, reviu. evaluas, pemantauan. bimbingan teknis. dan bentuk
pengawasan lainnva sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-

undangan,

Pasal 201

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2]

Pasal 202
Untuk mencapal Pengelolaan Keuangan Daerah vang ekonomis. efekrit,
efisten,  transparan, dan akuntabel. kKepala  Daerah vajib
menyelenggarakan sistem  pengendalian  internal atas pelaksanaan
kegiatan Pemerintahan Daerah.
Penvelenggaraan sistem pengendalian internal sehagaimana dimaksud

pada avat (1} sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK

dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan

pengevaluasian.

Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan

DAK scbagaimana dimaksud pada avar {1} bertujuan untuk:

a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk
membiavar Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
Dacrah dan sesual dengan prioritas Dacrah termasuk Urusan
Pemerintahan  tertentu  yang  diatur  dalam  peraturan
perundgang-undangan;

b memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk

membiaval Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
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Daerah terutama untuk penyvediaan pelayanan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaarkan secara optimal untuk
membiavai Urusan Pemerintahan pada kegiatan khusus vang
meniadi kewenangan daerah dan sesuar dengan prioritas nasional
pada tahun anggaran berkenaarn.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peiaksanaan Supervisi.
pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada avat i])
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 204
Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintalhh Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elekironik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara
terintegrasi paling sedikit meliput:
a. penvusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemeriniah
Daerah:

b, penvusunan rencana kerja SkPD;

C. penvusunan anggaramn:

d. pengelolaan Pendapatan Daerah:

€. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah:
f, akuntanst dan pelaporan: dan

g pengadaan barang dan jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem
pemcerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagatmana dimaksud pada avat {1} diatur dengan Peraturan
Bupatl.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 1 Tahiun 2016 tentang Pokok: Pokok Pengelnlaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 1).

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 206
(1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 1),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 207

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI PURWAKARTA
ttd.
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 19 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT (6/145/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWARKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. harenanya, pembaruan
pengaturan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan
dacrah menghendaki penvesuaian pengaturan melalui produk hukum daerah.
Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, Pemerintah Daerah diberikan ruang membentuk pelaksanaan vang
dalam hal ini adalah Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan
Dacrah. Peraturan Daerah ini secara spesifik bertujuan menjadi peraturan
pokok untuk pengelolaan keuangan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal ©

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.



Pasal ©

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukun Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 1.2

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup .Jelas.

Pasat 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas,

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jdelas.

Pasal 24

Culkup Jelas,
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Pazgal 25

Culcup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jdelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jeias.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.
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Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas,

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal +b

Culkup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas,

Pasal 51

Cukup :Ielas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.
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Pasal 39

Cukup Jelas.

Pagal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Culkup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Paxgl 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 07

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jeias.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup .Jelas.
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Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jdelas.

Pasal 77

Cukup Jelas,

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jdceias.

Pagal 82

Cukup Jetas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal &4

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas,

Fasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 8%

Cukup Jelas,

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.
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Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Fasal 93

Cukup Jelas,

Pasal 94

Cukup Jelas.

Fasal 95

Cukup Jelas.

Pasai 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jeias.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukunp .jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasai 104

Cukup Jetas.

Pasal 105

Cukup Jdelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.
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Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas,

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Fasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pagal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.



Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

fasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

PPagal 133

Cukup .Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Prasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.
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Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas,

Yasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Fasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas,

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas,

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Culkup Jelas,

Fasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.
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Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas,

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 1065

Ciukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Fasal 172

Cukup Jelas
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Pasal 173

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

FPasal 178

Cukup Jeias.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas,

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Cukup Jelas.

Pasal 185

Cukup Jelas.

Pasal 186

Cukup Jdelas.

Pasal 187

Cukup Jelas,

Pasal 188

Cukup Jelas.

Fasal 189

Cukup Jelas.
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PPasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 193

Cukup Jelas.

Pasai 1G4

Cukup Jelas.

Pasal 195

Cukup Jelas.

Pasal 196

Cukup Jelas.

Pasal 197

Cukup Jelas.

Pasal 198

Cukup Jelas.

Pasal 199

Cukup Jelas.

Pasal 200

Cukup Jelas.

Pasal 201

Cukup Jelas.

PPasal 202

Cukup Jelas.

Pasal 202

Cukup Jelas.

Pasal 204

Cukup Jelas.

Pasal 205

Cukup Jelas.
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Pasal 206
Cukup Jelas.

Pasal 207
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

- ANNE RATNA MUSTIKA


Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
ttd.


	0563d11b8758795cb7c8440ae9f98aa809e4d0d519c8ab9bcb5689cba79ee212.pdf
	f82d04f0bd71cb3958fe31ddf4df3f705f3d71dd0188dbd2b6436b9632f9a993.pdf
	0563d11b8758795cb7c8440ae9f98aa809e4d0d519c8ab9bcb5689cba79ee212.pdf



